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A. MULIA ARIEF, B 111 12 699. Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan 
Liar Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Maros (dibimbing oleh 
Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH dan Dr. Wiwie Heryani, SH.,MH) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya balapan liar oleh remaja dalam wilayah hokum 
Kepolisian Resor Maros. (2) Untuk mengetahui upaya penanggulangan aksi 
balapan liar olehremajadalamwilayahhukumKepolisianResorMaros. 
Penelitianinidilakukan di wilayahPolresMaros, penelitian inimerupakan 
penelitian yangbersifatdeskriftifkualitatif. Jenis data dalampenelitianiniadalah 
data primer dan data sekunder, denganteknikpengumpulan data observasi 
langsungdanwawancara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 
remaja terlibat dalamaksibalapan liar adalah (1)tidak mempunyai seseorang 
sebagai panutan dalam memahami dan meresapi tata nilai atau norma-
norma yang berlaku di masyarakat, (2) Kurangnya pengawasan dan 
kepedulian lingkungan masyarakat dimana lokasi balapan itu terjadi, 
(3)kegiatan tersebut menarik sebagai alternatif hiburan bagi sebagian orang 
(terutama di kota-kota yang memiliki kelangkaan alternatif kegiatan positif 
bagi para generasi muda), (4) kurangnya personil kepolisian sehingga pelaku 
dapat leluasa melakukan kegiatannya. 
KepolisianResorMarosmelakukanupayapenanggulanganmeliputiupaya
preventifdan upaya represif. Upaya preventif atau pencegahan, meliputi  
sosialisasi ataupenyuluhan yang dilakukan Polres Maros kepada masyarakat, 
melakukan operasi kendaraan, dan melakukan penjagaan pos-pos rawan 
balap liar. Sedangkan Upaya represif atau penindakan, meliputi menindak 
lanjuti pengaduan dari masyarakat sekitar lokasi balapan yang merasa 
diresahkan dan anggota polisi yang telah melakukan survey terlebih dahulu di 
kawasanbalapan liar, melakukanoperasipenertibanataupenggerebekan, 
pelaku yang terjaring kemudian diamankan di PolresMaros untuk mencari 
keterangan untuk mencari bukti, diberikan sanksi tilang dengan menyita  
yang tidak dilengkapi dengan STNK,SIM, keselamatanberkendaradan 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu periodeperkembangan manusia adalah masa remaja. Masa 
ini masa yang sangat menentukan perjalanan selanjutnya kehidupan setiap 
manusia. Masa remaja memang merupakan masa yang rentan, karena pada 
masa ini proses pencarian jati diri sementara berlangsung sehingga remaja 
mudah terjerumus terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari minum 
minuman keras, berjudi, ugal-ugalan di jalan raya, pencurian, penjambretan 
dan yang lainnnya. Ironisnya, sebagian besar pelaku kejahatan tersebut 
adalah kalangan remaja. Masa remaja merupakan masa transisi, dimana 
usianya berkisar antara 13 sampai 18 tahun atau yang biasa disebut dengan 
usia belasan yang menyenangkan, dimana terjadi juga perubahan pada 
dirinya baik secara fisik, psikis, maupun secara sosial1.   
Salah satu kenakalan remaja yang sering terjadi adalah kegiatan 
balapan liar motor. Banyak diantara remaja yang lebih menuruti ego dan 
keinginanan perkumpulannnya daripada memikirkan keselamatannya, hanya 
didasari rasa iseng atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal, 
mengadu kecepatan kendaraan yang dimilikinya, berebut pacar, atau uang 
                                                          






yang dipertaruhkan sebagai tujuan kegiatan balapan liar.  Disadari atau tidak 
kenakalan remaja tersebut merupakan suatu perilaku yang menyimpang dari 
norma-norma hukum yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan 
merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain.   
Balap motor merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara 
terorganisasi dalam melakukan peraduan sepeda motor berdasarkan jenis, 
kecepatan, dan kapasitas mesin. Kegiatan ini biasanya dilakukan sebagai 
ajang olahraga berjenis hobby yang nantinya akan mengarah ke profesi 
apabila didukung dengan prestasi pembalap dan pendukungnya. Balap motor 
dilakukan di area yang dirancang khusus demi tercapainya keamanan dalam 
balap motor itu sendiri. Federation Internationale de Motorcyclisme (FIM) 
adalah badan Internasional yang berfungsi menaungi berbagai jenis 
kegiatan-kegiatan olah raga balap motor tersebut2.  
 Dunia Balap motor tidak dapat dipisahkan dari ajang balap motor liar. 
Saat ini, balap motor liar dapat kita temui dengan mudah di kota-kota besar 
seperti kota Makassar, Surabaya, Malang dan berbagai daerah di Indonesia. 
Balap motor liar merupakan suatu ajang peraduan balap motor dimana balap 
motor ini dilakukan tanpa izin resmi dan diselenggarakan di jalan raya yang 
termasuk fasilitas umum yang tentunya juga banyak dilalui oleh kendaraan 
umum lainnya. Kegiatan ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standar 
                                                          






keamanan yang diperlukan dan kebanyakan menggunakan motor pretelan 
yang tentunya sangat membahayakan, baik nyawa pelaku maupun nyawa 
penonton ataupun pengguna jalan lainnya. Ajang balap motor ini kebanyakan 
dilakukan oleh remaja usia sekolah dikarenakan oleh beberapa faktor seperti 
rasa gengsi yang masih tinggi, ingin menarik perhatian lawan jenis atau 
bahkan tergiur oleh besarnya uang taruhan yang didapatkan. Memang dunia 
balap motor tidak dapat dipisahkan oleh taruhan atau perjudian. Taruhan itu 
dilakukan oleh pelaku maupun penonton. 
 Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan 
membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai 
seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun 
kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak 
memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu 
terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas 
disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya 
kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal 
dunia. 
 Jumlah korban tewas akibat aksi balap motor liar juga semakin 
meningkat dari Tahun ke tahun. Hal tersebut tentunya semakin meresahkan 
bagi masyarakat sebab akibat dari aksi balap motor liar yang tergolong 
sangat berbahaya tersebut dapat merenggut korban jiwa, baik dari pelaku 





pengguna jalan. Sebagai gambaran data kecelakaan akibat balap liar seperti 
yang dikatakan Andrean Nawawi3 bahwa seperti yang dikemukakan oleh IPW 
(Indonesia Police Watch) tercatat sepanjang 2015 terdapat 28 peristiwa kecelakaan 
dalam aksi balap liar, yang mengakibatkan 41 korban, yakni 31 tewas dan 10 luka. 
Angka korban balapan liar 2015 ini lebih tinggi jika dibandingkan 2014, yakni 29 
orang tewas dan lima luka. 
Upaya yang dilakukan polisi sebagai pihak yang paling bertanggung 
jawab dalam memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tak ada 
habisnya. Dalam upaya mencegah terjadinya balap motor liar, pihak 
kepolisian sudah mengupayakan berbagai cara, dimulai dari metode paling 
lunak hingga metode yang keras. Namun upaya tersebut belum 
membuahkan hasil yang nyata. Tidak jarang pelaku balap motor liar kucing-
kucingan dengan pihak kepolisian. Para pembalap jalanan itu tidak ada 
kapoknya, mereka terus melakukan aksi kebut-kebutan pada malam hari. 
Patroli yang dilakukan polisi untuk mencegah terjadinya balap motor liar 
dilakukan hampir setiap malam, terutama pada hari sabtu, biasanya 
pembalap tersebut seringkali melakukan aksinya pada malam minggu yang 
merupakan malam berkumpulnya anak muda. Pihak kepolisian melakukan 
patroli pada jam-jam rawan, yakni pada malam hari yang sasarannya adalah 
pelaku balap motor liar. Namun para pembalap jalanan itu mencari celah 
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ketika petugas lengah. Setelah polisi melakukan patroli dan membubarkan 
balap motor liar, mereka kemudian melanjutkan lagi adu balap motor tersebut 
di jalan raya tanpa mengenal rasa takut. 
 Ketika pelaku balap motor liar tertangkap dalam razia balap motor liar, 
mereka haya dikenakan sanksi pembinaan. Setelah mendengarkan 
‘ceramah’ dari pihak kepolisian, mereka diizinkan untuk pulang. Memang 
dapat dikatakan pendekatan atau upaya yang dilakukan polisi tidak berhasil 
membuat kapok para pembalap jalanan tersebut. Mereka masih terus 
mengulangi tindakan yang cenderung membahayakan keselamatan, baik 
nyawa pelaku maupun nyawa pengguna jalan lainnya. 
 Di wilayah polres Maros, kegiatan atau aksi balap liar sering terjadi 
dibeberapa wilayah dinataranya di Jl Pakalli, Desa Alla Tengae, Kecamatan 
Bantimurung, di daerah dermaga Pelelangan Ikan (PPI) Bonto Bahari 
Kecamatan Bontoa, dan di Area pergudangan 88 patte'ne Desa 
Temmapadduae Kecamatan Marusu4. Di ketiga daerah ini, polres Maros 
sering mengadakan patroli untuk mencegah terjadinya aksi balap liar. 
 Berawal dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Aksi Balap Motor 
Liar Dikalangan Remaja Dalam Wilayah Hukum PolresMaros.  
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B. Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 
permasalahan dalam penelitian ini adalah:  
1. Bagaimanakah aspek hukum terhadap aksi balap liar di Kalangan 
remaja dalam wilayah hukum Polres Maros .  
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aksi balap liar di 
Kalangan remaja dalam wilayah hukum Polres Maros  
C. Tujuan Penelitian  
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:  
1. Untuk mengetahui aspek hukum terhadap aksi balap liar di 
Kalangan remaja dalam wilayah hukum Polres Maros . 
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor  yang menyebabkan terjadinya 
aksi balap liar di Kalangan remaja dalam wilayah hukum Polres 
Maros  
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan yang diharapkan dari dilaksanakannnya penelitian 
ini adalah secara teoritis maupun secara praktis, yakni tentang : 
1. Secara teoritis 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan 





dengan tindakan hukum terhadap balap liar motor. Dan diharapkan 
dapat memberi manfaat dalam penertiban kegiatan yang 
mengganggu lingkungan dan membahayakan orang lain di daerah 
kabupaten Maros. 
2. Secara Praktis  
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan 
masyarakat Maros terutama yang berada pada daerah sekitar 
wilayah yang sering menjadi sirkuit balap liar motor. 
E. Keaslian Penelitian 
 Hasil penelitian yang relevan atau memiliki kemiripan dengan 
penelitian ini antara lain:  
1. Balap Liar motor (studi kasus di Kecamatan Tamalanrea Makassar) 
oleh Zainal, jurusan Sosiologi Universitas Hasanuddin, yang 
memberikan kesimpulan bahwa dampak balap liar bagi pembalap 
adalah sebagai penyaluran hoby yang membahayakan nayawa 
masing-masing5. 
2. Respon masyarakat terhadap balap liar dikalangan remaja (studi di 
PKOR Way Halim Bandar Lampung) oleh Dimas Prasetya, Universitas 
Lampung, yang memperoleh kesimpulan bahwa sikap masyarakat 
                                                          





menyikapi balap liar sangat negative karena hal itu membuat 
masyarakt disekitar lokasi balap liar menjadi resah6. 
F. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
 Penyusunan proposal ini menggunakan metode pendekatan yuridis 
normatif yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundangan-undangan 
yang berlaku, yang  kemudian di telaah lebih lanjut sesuai dengan 
perumusan masalah sehingga uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang 
bersifat logis.  
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriftif kualitatif, 
dimana peneliti berupaya untuk mendeskripsikan tinjauan hukum terhadap 
aksi balap liar dui kalangan remaja yang sering dilakukan di wilayah hukum 
kepolisian resort Maros.Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros  
pada wilayah-wilayah yang sering dijadikan sebagai arena balap liar oleh 
remaja. 
2. Jenis dan sumber data  
 Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
dibagi menjadi dua bagian yaitu:  
1. Data Primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara dengan pihak terkait dengan kegiatan atau aksi balap liar 
remaja di wilayah kepolisian resort Maros diantaranya pelaku aksi 
                                                          





balap liar, polisi atau aparat yang berhubungan langsung dengan 
penindakan aksi balap liar. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
yang terdiri buku-buku, laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah informasi 
beberapa media dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. 
3. Teknik pengumpulan data 
 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah:  
1. Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 
langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang 
diangkat 
2. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara 
langsung atau tatap muka kepada pihak-pihak untuk mendapatkan 
keterangan kongkrit dan relevan yang berhubungan dengan masalah 
yang diangkat dalam penelitian ini. 
4. Teknik analisa data  
 Data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisa 
dengan teknik kualitatif yang disajikan dengan deskriftif tentangaksi balap liar 
dui kalangan remaja yang sering dilakukan di wilayah hukum kepolisian 
resort Maros . Sedangkan data hasil wawancara di analisa dengan melihat 
kesesuaian dengan fakta lapangan serta artikel-arikel tentang balap liar 








A. Balap Liar  
1. Pengertian Balap Liar        
Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda 
motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan 
ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. 
Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi 
saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang7. 
Meskipun namanya balapan liar, alias tak resmi, peserta balap liar 
tidak asal bertemu di jalanan. Dibutuhkan pihak ketiga yang  disebut calo 
atau perantara. Jika spesifikasi mesin dan perangkat motor sudah 
dimodifikasi dan layak untuk diadu, sang calo mengajak motor dari bengkel 
lain untuk tarung di lintasan balap liar. 
Balap liar seperti makanan tak bergaram jika tak melibatkan taruhan. 
Besarnya taruhan tidak main-main. Untuk motor yang dianggap sudah 
memiliki reputasi, harga taruhannya pun bisa mencapai puluhan juta 
rupiah.Begitu motor-motor yang beradu cepat menyentuh garis finish, 
penonton pun bergemuruh. Senyum kemenangan bukan hanya didapat dari 
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pembalap tapi juga penonton. Jutaan rupiah pun didapat dari taruhan 
pinggiran, sebutan untuk taruhan antar penonton balapan liar.  
Jumlah uang tak sedikit yang dipertaruhkan menyebabkan sering 
terjadi perselisihan pendapat tentang siapa yang menang dan terkadang 
berujung ricuh. Selain persoalan judi yang melanggar hukum kebut-kebutan 
tak resmi ini juga ikut menyumbang angka kecelakaan. 
2. Unsur-Unsur Balap Liar 
 Balap liar terjadi karena terdapat beberapa unsur yang sangat 
berperan dalam mendukung kegiatan balap liar tersebut. Adapun unsur-unsur 
yang ada dalam kegiatan balap liar pada remaja adalah8:  
1. Joki.  
Joki adalah pengendara motor atau remaja yang mengendalikan motor 
pada saat dilangsungkannya balap liar. Setiap Joki dipilih oleh masing-
masing bengkel untuk menjalankan motor jika dianggap memiliki 
kemapuan yang baik. 
2. Motor balap 
Motor balap merupakan kendaraan yang di buat khusus untuk 
kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh 
bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.  
3. Judi atau taruhan 
                                                          






Kegiatan balap liar dijadikan sebagai unsur taruhan atau judi sehingga 
kegiatan balap liar biasanya dilakukan secara berkelompok atau dalam 
bentuk geng. Pelaku taruhan biasanya bukan hanya dari sipemilik 
motor atau bengkel tapi juga penentoan atau masyarakat di sekitar 
lokasi temapat terjadinya balap liar.  
4. Persaingan antar bengkel 
Persaingan antar bengkel motor terkadang menjadi bagian yang 
integral dari kegiatan balap liar. Jika terdapat dua bengkel motor yang 
saling bersaing maka diakhiri dengan kegiatan balapan liar. 
5. Penonton sebagai pelaku taruhan 
Unsur lain dari kegiatan balap liar adalah adanya penonton sebagai 
supporter sekaligus sebagai peserta taruhan yang akan lebih 
menyemarakkan terjadinya balap liar. 
3. Faktor Penyebab Terjadinya Balap Liar 
Banyak faktor yang mendorong terjadinya balap liar yaitu9: 
1.       Ketiadaan  fasilitas sirkuit untuk balapan 
Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta 
otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun 
tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang. 
2.       Gengsi dan nama besar 
                                                          






Selain itu ternyata balap liar juga merupakan ajang adu gengsi dan 
pertaruhan nama besarAlasan ini mungkin benar, kalau suasana 
balap liarnya seperti di film-film “The Fast and the Furious”; 
kendaraan yang digunakan adalah mobil mengilap, pembalapnya 
juga memiliki tampang fotomodel, serta dikelilingi cewek-cewek 
cantik nan seksi. Setelah menang, si pembalap pun bisa 
menggandeng seseorang sebagai pacar.  Alasan ini mungkin 
sama seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow sebagai 
“Esteem” (harga diri). Seseorang baru merasa benar-benar 
menjadi “seseorang” setelah melakukan atau mencapai sesuatu, 
dalam hal ini seoreng pembalap liar merasa benar-benar menjadi 
“seseorang” setelah mampu berbalapan liar dan disaksikan oleh 
banyak orang. Kata Maslow, pada tahapan “Esteem”, para 
pembalap liar mencintai balap liar karena bisa mendapatkan 
tambahan kepercayaan diri, merasa berhasil melakukan dan 
mencapai sesuatu (kecepatan), merasa dihormati oleh orang lain. 
Jika memang benar demikian adanya, maka yang menjadi inti dari 
maraknya balap liar adalah sensasi psikologi yang mereka 








3.       Uang taruhan  
Ini sudah menyerempet ranah kriminal, karena tindak perjudian. 
Dengan adanya taruhan, balap liar tak berbeda dengan judi dadu, 
togel, atau sabung ayam. Pembalalp liat yang terlibat ini, berarti 
memang mencari uang tambahan. Kemudian uang taruhan juga 
menjadi faktor yang membuat balap liar menjadi suatu hobi 
4.       Kesenangan dan memacu adrenalin 
Bagi pelaku pebalap liar mengemukakan mereka mendapatkan 
kesenangan dari sensasi balap liar, ada rasa yang luar biasa yang 
tak dapat digambarkan ketika usai balapan, ujar mereka. 
5.       Keluarga dan lingkungan 
Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga, 
atau ketika terlalu berlebihannya perhatian orang tua kepada anak, 
dan sebagainya, juga dapat menjadi faktor pendorang anak 
melakukan aktivitas aktivitas negatife seperti balap liar. Selain itu 
pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor. 
6. Bakat yang tidak tersalurkan, pada umumnya mereka memiliki 
bakat yang tidak dimiliki setiap oleh orang, mungkin dengan 








B.Konsep Dasar Remaja  
1. Pengertian Remaja 
Menururt Hurlock10Masa remaja merupakan masa dimana seorang 
individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan 
mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga 
penuh dengan masalah-masalah. Oleh karenanya, remaja sangat rentan 
sekali mengalami masalah psikososial, yakni masalah psikis atau kejiwaan 
yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial.  
Masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia 
yang batasannya usia maupun peranannya seringkali tidak terlalu jelas. 
Pubertas yang dahulu dianggap sebagai tanda awal keremajaan ternyata 
tidak lagi valid sebagai patokan atau batasan untuk pengkategorian remaja 
sebab usia pubertas yang dahulu terjadi pada akhir usia belasan (15-18) kini 
terjadi pada awal belasan bahkan sebelum usia 11 tahun11 
Seorang anak berusia 10 tahun mungkin saja sudah (atau sedang) 
mengalami pubertas namun tidak berarti ia sudah bisa dikatakan sebagai 
remaja dan sudah siap menghadapi dunia orang dewasa. Ia belum siap 
menghadapi dunia nyata orang dewasa, meski di saat yang sama ia juga 
bukan anak-anak lagi. Berbeda dengan balita yang perkembangannya 
dengan jelas dapat diukur, remaja hampir tidak memiliki pola perkembangan 
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yang pasti. Dalam perkembangannya seringkali mereka menjadi bingung 
karena kadang-kadang diperlakukan sebagai anak-anak tetapi di lain waktu 
mereka dituntut untuk bersikap mandiri dan dewasa. Memang banyak 
perubahan pada diri seseorang sebagai tanda keremajaan, namun seringkali 
perubahan itu hanya merupakan suatu tanda-tanda fisik dan bukan sebagai 
pengesahan akan keremajaan seseorang. Namun satu hal yang pasti, konflik 
yang dihadapi oleh remaja semakin kompleks seiring dengan perubahan 
pada berbagai dimensi kehidupan dalam diri mereka. Untuk dapat memahami 
remaja, maka perlu dilihat berdasarkan perubahan pada dimensi-dimensi 
tersebut12 
a. Dimensi Biologis13 
Pada saat seorang anak memasuki masa pubertas yang ditandai 
dengan menstruasi pertama pada remaja putri atau pun perubahan suara 
pada remaja putra, secara biologis dia mengalami perubahan yang sangat 
besar. Pubertas menjadikan seorang anak tiba-tiba memiliki kemampuan 
untuk ber-reproduksi. Pada masa pubertas, hormon seseorang menjadi aktif 
dalam memproduksi dua jenis hormon (gonadotrophins atau gonadotrophic 
hormones) yang berhubungan dengan pertumbuhan, yaitu: 1) Follicle-
Stimulating Hormone (FSH); dan 2). Luteinizing Hormone (LH). Pada anak 
perempuan, kedua hormon tersebut merangsang pertumbuhan estrogen dan 
                                                          
12Sarlito W Sarwono, 2013, Psikologi Remaja, Jakarta, hlm 11. 
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progesterone: dua jenis hormon kewanitaan. Pada anak lelaki, Luteinizing 
Hormone yang juga dinamakan Interstitial-Cell Stimulating Hormone (ICSH) 
merangsang pertumbuhan testosterone. Pertumbuhan secara cepat dari 
hormon-hormon tersebut di atas merubah sistem biologis seorang anak. 
Anak perempuan akan mendapat menstruasi, sebagai pertanda bahwa 
sistem reproduksinya sudah aktif. Selain itu terjadi juga perubahan fisik 
seperti payudara mulai berkembang, dan lain-lain. Anak lelaki mulai 
memperlihatkan perubahan dalam suara, otot, dan fisik lainnya yang 
berhubungan dengan tumbuhnya hormon testosterone. Bentuk fisik mereka 
akan berubah secara cepat sejak awal pubertas dan akan membawa mereka 
pada dunia remaja. Remaja adalah mereka yang berusia antara 12 - 21 
tahun. Remaja akan mengalami periode perkembangan fisik dan psikis 
sebagai berikut14:  
1) Masa pra-pubertas (12 - 13 tahun)  
Masa ini disebut juga masa pueral, yaitu masa peralihan dari kanak-
kanak ke remaja. Pada anak perempuan, masa ini lebih singkat dibandingkan 
dengan anak laki-laki. Pada masa ini, terjadi perubahan yang besar pada 
remaja, yaitu meningkatnya hormon seksualitas dan mulai berkembangnya 
organ-organ seksual serta organ-organ reproduksi remaja. Di samping itu, 
perkembangan intelektualitas yang sangat pesat juga terjadi pada fase ini. 
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Akibatnya, remaja-remaja ini cenderung bersikap suka mengkritik (karena 
merasa tahu segalanya), yang sering diwujudkan dalam bentuk 
pembangkangan ataupun pembantahan terhadap orang tua, mulai menyukai 
orang dewasa yang dianggapnya baik, serta menjadikannya sebagai "hero" 
atau pujaannya. Perilaku ini akan diikuti dengan meniru segala yang 
dilakukan oleh pujaannya, seperti model rambut, gaya bicara, sampai dengan 
kebiasaan hidup pujaan tersebut.  
Selain itu, pada masa ini remaja juga cenderung lebih berani 
mengutarakan keinginan hatinya, lebih berani mengemukakan pendapatnya, 
bahkan akan mempertahankan pendapatnya sekuat mungkin. Hal ini yang 
sering ditanggapi oleh orang tua sebagai pembangkangan. Remaja tidak 
ingin diperlakukan sebagai anak kecil lagi. Mereka lebih senang bergaul 
dengan kelompok yang dianggapnya sesuai dengan kesenangannya. Mereka 
juga semakin berani menentang tradisi orang tua yang dianggapnya kuno 
dan tidak/kurang berguna, maupun peraturan-peraturan yang menurut 
mereka tidak beralasan, seperti tidak boleh mampir ke tempat lain selepas 
sekolah, dan sebagainya. Mereka akan semakin kehilangan minat untuk 
bergabung dalam kelompok sosial yang formal, dan cenderung bergabung 
dengan teman-teman pilihannya. Misalnya, mereka akan memilih main ke 






Tapi, pada saat yang sama, mereka juga butuh pertolongan dan 
bantuan yang selalu siap sedia dari orang tuanya, jika mereka tidak mampu 
menjelmakan keinginannya. Pada saat ini adalah saat yang kritis. Jika orang 
tua tidak mampu memenuhi kebutuhan psikisnya untuk mengatasi konflik 
yang terjadi saat itu, remaja akan mencarinya dari orang lain. Orang tua 
harus ingat, bahwa masalah yang dihadapi remaja, meskipun bagi orang tua 
itu merupakan masalah sepele, tetapi bagi remaja itu adalah masalah yang 
sangat-sangat berat. Tetapi perhatian seolah-olah orang tua mengerti bahwa 
masalah itu berat sekali bagi remajanya, akan terekam dalam otak remaja itu 
bahwa orang tuanya adalah jalan keluar ang terbaik baginya. Ini akan 
mempermudah orang tua untuk mengarahkan perkembangan psikis anaknya.  
2) Masa pubertas (14 - 16 tahun)  
 
Masa ini disebut juga masa remaja awal, dimana perkembangan fisik 
mereka begitu menonjol. Remaja sangat cemas akan perkembangan 
fisiknya, sekaligus bangga bahwa hal itu menunjukkan bahwa ia memang 
bukan anak-anak lagi. Pada masa ini, emosi remaja menjadi sangat labil 
akibat dari perkembangan hormon-hormon seksualnya yang begitu pesat. 
Keinginan seksual juga mulai kuat muncul pada masa ini. Pada remaja 
wanita ditandai dengan datangnya menstruasi yang pertama, sedangkan 
pada remaja pris ditandai dengan datangnya mimpi basah yang pertama. 
Remaja akan merasa bingung dan malu akan hal ini, sehingga orang tua 





tentang seksualitas. Jika hal ini gagal ditangani dengan baik, perkembangan 
psikis mereka khususnya dalam hal pengenalan diri/gender dan 
seksualitasnya akan terganggu. Kasus-kasus gay dan lesbi banyak diawali 
dengan gagalnya perkembangan remaja pada tahap ini. Di samping itu, 
remaja mulai mengerti tentang gengsi, penampilan, dan daya tarik seksual. 
Karena kebingungan mereka ditambah labilnya emosi akibat pengaruh 
perkembangan seksualitasnya, remaja sukar diselami perasaannya. Kadang 
mereka bersikap kasar, kadang lembut. Kadang suka melamun, di lain waktu. 
Perasaan sosial remaja di masa ini semakin kuat, dan mereka 
bergabung dengan kelompok yang disukainya dan membuat peraturan-
peraturan dengan pikirannya sendiri.  
3) Periode remaja Adolesen (19 - 21 tahun)  
 
Pada periode ini umumnya remaja sudah mencapai kematangan yang 
sempurna, baik segi fisik, emosi, maupun psikisnya. Mereka akan 
mempelajari berbagai macam hal yang abstrak dan mulai memperjuangkan 
suatu idealisme yang didapat dari pikiran mereka. Mereka mulai menyadari 
bahwa mengkritik itu lebih mudah daripada menjalaninya. Sikapnya terhadap 
kehidupan mulai terlihat jelas, seperti cita-citanya, minatnya, bakatnya, dan 
sebagainya. Arah kehidupannya serta sifat-sifat yang menonjol akan terlihat 
jelas pada fase ini. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja 
yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, baik 





dan masa remaja berlangsung begitu singkat, dengan perkembangan fisik, 
psikis, dan emosi yang begitu cepat. Secara psikologis, kenakalan remaja 
merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik 
pada masa kanak-kanak maupun remaja para pelakunya. Seringkali didapati 
bahwa ada trauma dalam masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak 
menyenangkan dari lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi 
lingkungan, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah diri, 
dan sebagainya. Mengatasi kenakalan remaja, berarti menata kembali emosi 
remaja yang tercabik-cabik itu. Emosi dan perasaan mereka rusak karena 
merasa ditolak oleh keluarga, orang tua, teman-teman, maupun 
lingkungannya sejak kecil, dan gagalnya proses perkembangan jiwa remaja 
tersebut. Trauma-trauma dalam hidupnya harus diselesaikan, konflik-konflik 
psikologis yang menggantung harus diselesaikan, dan mereka harus diberi 
lingkungan yang berbeda dari lingkungan sebelumnya.  
b. Dimensi Kognitif  
 
Perkembangan kognitif remaja, dalam pandangan Jean Piaget 
(seorang ahli perkembangan kognitif) merupakan periode terakhir dan 
tertinggi dalam tahap pertumbuhan operasi formal (period of formal 
operations). Pada periode ini, idealnya para remaja sudah memiliki pola pikir 
sendiri dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan 
abstrak. Kemampuan berpikir para remaja berkembang sedemikian rupa 





pemecahan masalah beserta kemungkinan akibat atau hasilnya. Kapasitas 
berpikir secara logis dan abstrak mereka berkembang sehingga mereka 
mampu berpikir multi-dimensi seperti ilmuwan. Para remaja tidak lagi 
menerima informasi apa adanya, tetapi mereka akan memproses informasi 
itu serta mengadaptasikannya dengan pemikiran mereka sendiri. Mereka 
juga mampu mengintegrasikan pengalaman masa lalu dan sekarang untuk 
ditransformasikan menjadi konklusi, prediksi, dan rencana untuk masa 
depan. Dengan kemampuan operasional formal ini, para remaja mampu 
mengadaptasikan diri dengan lingkungan sekitar mereka.  
Pada kenyataan, di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) 
masih sangat banyak remaja (bahkan orang dewasa) yang belum mampu 
sepenuhnya mencapai tahap perkembangan kognitif operasional formal ini. 
Sebagian masih tertinggal pada tahap perkembangan sebelumnya, yaitu 
operasional konkrit, dimana pola pikir yang digunakan masih sangat 
sederhana dan belum mampu melihat masalah dari berbagai dimensi. Hal ini 
bisa saja diakibatkan sistem pendidikan di Indonesia yang tidak banyak 
menggunakan metode belajar-mengajar satu arah (ceramah) dan kurangnya 
perhatian pada pengembangan cara berpikir anak. penyebab lainnya bisa 
juga diakibatkan oleh pola asuh orang tua yang cenderung masih 
memperlakukan remaja sebagai anak-anak, sehingga anak tidak memiliki 
keleluasan dalam memenuhi tugas perkembangan sesuai dengan usia dan 





tahap pemikiran abstrak supaya saat mereka lulus sekolah menengah, sudah 
terbiasa berpikir kritis dan mampu untuk menganalisis masalah dan mencari 
solusi terbaik.  
c. Dimensi Moral  
 
Masa remaja adalah periode dimana seseorang mulai bertanya-tanya 
mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai 
dasar bagi pembentukan nilai diri mereka. Para remaja mulai membuat 
penilaian tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah populer yang 
berkenaan dengan lingkungan mereka, misalnya: politik, kemanusiaan, 
perang, keadaan sosial, dsb. Remaja tidak lagi menerima hasil pemikiran 
yang kaku, sederhana, dan absolut yang diberikan pada mereka selama ini 
tanpa bantahan. Remaja mulai mempertanyakan keabsahan pemikiran yang 
ada dan mempertimbangan lebih banyak alternatif lainnya. Secara kritis, 
remaja akan lebih banyak melakukan pengamatan keluar dan 
membandingkannya dengan hal-hal yang selama ini diajarkan dan 
ditanamkan kepadanya. Sebagian besar para remaja mulai melihat adanya 
“kenyataan” lain di luar dari yang selama ini diketahui dan dipercayainya. Ia 
akan melihat bahwa ada banyak aspek dalam melihat hidup dan beragam 
jenis pemikiran yang lain. Baginya dunia menjadi lebih luas dan seringkali 
membingungkan, terutama jika ia terbiasa dididik dalam suatu lingkungan 
tertentu saja selama masa kanak-kanak. Kemampuan berpikir dalam dimensi 





kejanggalan dan ketidakseimbangan antara yang mereka percayai dahulu 
dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. Mereka lalu merasa perlu 
mempertanyakan dan merekonstruksi pola pikir dengan “kenyataan” yang 
baru. Perubahan inilah yang seringkali mendasari sikap "pemberontakan" 
remaja terhadap peraturan atau otoritas yang selama ini diterima bulat-bulat. 
Misalnya, jika sejak kecil pada seorang anak diterapkan sebuah nilai moral 
yang mengatakan bahwa korupsi itu tidak baik.  
Hal ini tentu saja akan menimbulkan konflik nilai bagi sang remaja. 
Konflik nilai dalam diri remaja ini lambat laun akan menjadi sebuah masalah 
besar, jika remaja tidak menemukan jalan keluarnya. Kemungkinan remaja 
untuk tidak lagi mempercayai nilai-nilai yang ditanamkan oleh orangtua atau 
pendidik sejak masa kanak-kanak akan sangat besar jika orangtua atau 
pendidik tidak mampu memberikan penjelasan yang logis, apalagi jika 
lingkungan sekitarnya tidak mendukung penerapan nilai-nilai tersebut.  
Peranan orangtua atau pendidik amatlah besar dalam memberikan 
alternatif jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan oleh putra-putri remajanya. 
Orang tua yang bijak akan memberikan lebih dari satu jawaban dan alternatif 
supaya remaja itu bisa berpikir lebih jauh dan memilih yang terbaik. Orang 
tua yang tidak mampu memberikan penjelasan dengan bijak dan bersikap 
kaku akan membuat sang remaja tambah bingung. Remaja tersebut akan 
mencari jawaban di luar lingkaran orangtua dan nilai yangdianutnya. Ini bisa 





diinginkan atau bertentangan dengan yang diberikan oleh orangtua. Konflik 
dengan orangtua mungkin akan mulai menajam.  
d. Dimensi Psikologis  
 
Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak. Pada masa ini 
mood (suasana hati) bisa berubah dengan sangat cepat. Remaja rata-rata 
memerlukan hanya 45 menit untuk berubah dari mood “senang luar biasa” ke 
“sedih luar biasa”, sementara orang dewasa memerlukan beberapa jam untuk 
hal yang sama. Perubahan mood (swing) yang drastis pada para remaja ini 
seringkali dikarenakan beban pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, atau 
kegiatan sehari-hari di rumah. Meski mood remaja yang mudah berubah-
ubah dengan cepat, hal tersebut belum tentu merupakan gejala atau masalah 
psikologis. Dalam hal kesadaran diri, pada masa remaja para remaja 
mengalami perubahan yang dramatis dalam kesadaran diri mereka. Mereka 
sangat rentan terhadap pendapat orang lain karena mereka menganggap 
bahwa orang lain sangat mengagumi atau selalu mengkritik mereka seperti 
mereka mengagumi atau mengkritik diri mereka sendiri. Anggapan itu 
membuat remaja sangat memperhatikan diri mereka dan citra yang 
direfleksikan. Remaja cenderung untuk menganggap diri mereka sangat unik 
dan bahkan percaya keunikan mereka akan berakhir dengan kesuksesan dan 
ketenaran. Remaja putri akan bersolek berjam-jam di hadapan cermin karena 





remaja putra akan membayangkan dirinya dikagumi lawan jenisnya jika ia 
terlihat unik dan “hebat”.  
Pada usia 16 tahun ke atas, keeksentrikan remaja akan berkurang 
dengan sendirinya jika ia sering dihadapkan dengan dunia nyata. Pada saat 
itu, Remaja akan mulai sadar bahwa orang lain tenyata memiliki dunia 
tersendiri dan tidak selalu sama dengan yang dihadapi atau pun 
dipikirkannya. Anggapan remaja bahwa mereka selalu diperhatikan oleh 
orang lain kemudian menjadi tidak berdasar. Pada saat inilah, remaja mulai 
dihadapkan dengan realita dan tantangan untuk menyesuaikan impian dan 
angan-angan mereka dengan kenyataan.  
Para remaja juga sering menganggap diri mereka serba mampu, 
sehingga seringkali mereka terlihat “tidak memikirkan akibat” dari perbuatan 
mereka. Tindakan impulsif sering dilakukan; sebagian karena mereka tidak 
sadar dan belum biasa memperhitungkan akibat jangka pendek atau jangka 
panjang. Remaja yang diberi kesempatan untuk mempertangung-jawabkan 
perbuatan mereka, akan tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih berhati-
hati, lebih percaya-diri, dan mampu bertanggung-jawab. Rasa percaya diri 
dan rasa tanggung-jawab inilah yang sangat dibutuhkan sebagai dasar 
pembentukan jatidiri positif pada remaja. Kelak, ia akan tumbuh dengan 
penilaian positif pada diri sendiri dan rasa hormat pada orang lain dan 
lingkungan. Bimbingan orang yang lebih tua sangat dibutuhkan oleh remaja 





baru”; berbagai nasihat dan berbagai cara akan dicari untuk dicobanya. 
Remaja akan membayangkan apa yang akan dilakukan oleh para “idola”nya 
untuk menyelesaikan masalah seperti itu.  
Pemilihan idola ini juga akan menjadi sangat penting bagi remaja Dari 
beberapa dimensi perubahan yang terjadi pada remaja seperti yang telah 
dijelaskan diatas maka terdapat kemungkinan – kemungkinan perilaku yang 
bisa terjadi pada masa ini. Diantaranya adalah perilaku yang mengundang 
resiko dan berdampak negative pada remaja. Alasan perilaku yang 
mengundang resiko adalah bermacam-macam dan berhubungan dengan 
rasa takut dianggap tidak cakap, perlu untuk menegaskan identitas maskulin 
dan dinamika kelompok seperti tekanan teman sebaya. 
C. Kenakalan Anak/Remaja dalam tinjauan Hukum 
 Dalam hal fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak 
dapatdiuraikan bahwa15: 
a) Masa kanak-kanak,  
b) Masa Remaj antara usia 13- 20 tahun. Masa remaja adalahmasa di 
mana perubahan cepat terjadi dalam segalabidang pada tubuh dari 
luar dan dalam, perubahan perasa:ln, kecerdasan,sikap sosial dan 
kepribadian, Masa ini disebut juga sebagai masa 
persiapanuntukmenempuhmasadewasa bagi seorang 
                                                          
15Zakiah Darajat Faktor-faktor yang Merupakan Masalah dalam Proses Pembinaan Generasi 





anak,padamasatersebutmerupakan masa goncang karena 
banyaknya perubahan yang terjadi dantidak stabilnya emosi yang 
seringkali menyebabkan timbulnya sikap dantindakan yang oleh 
orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal. 
c) Masa dewasa muda antara umur 21 sampai 25 tahun. Pada masa 
dewasamuda ini pada umumnya masih dapat dikelompokan kepada 
generasimuda.Walaupundarisegiperkembanganjasmanidankecerda
santelahbetut-betul dewasa dari kondisi ini anak sudah stabil, 
namun dari segikemantapan agama dan ideologi masih dalam 
proses pemantapanya. 
Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan 
seoranganak, memberikan pematraman bahwa dalam pandangan psikologis 
untukmenentukan batasan terhadap seorang anak nampak ada.nya berbagai 
macamkriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan 
pertumbuhan jiwa. 
Atas dasar hal tersebut seseorang dikualifikasikan sebagai anak-
anakapabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal antara 16-
17 tahun. Sedangkan lewat masa tersebut seseorang sudah termasuk 
kategori dewasa. 
Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, Pemerintah Hindia 
Belandamengeluarkan Staatblad No. 54, yang berbunyi sebagai berikut. Oleh 





keragu-raguansampai umur berapa seseorang masih di bawah umur. 
Gunamenghilangkan keragu-raguan tersebut oleh pemerintah dulu diadakan 
Staatblad,1931-54 isinya menyatakan antara lain, bahwa untuk 
menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah 
umur terhadap bangsaindonesia, ialah16: 
a. Mereka yang belum berumur 21 tahun dan sebelumnya belum 
pemahkawin; 
b. Mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan 
kemudianbercerai berai dan tidati kembali lagi di bawah umur; 
c. Yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-
anak. 
Dengan demikian barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut 
diatas disebut anak di bawah umur (minderjarig) atau secara 
mudahnyadisebut anak-anak.Dari pemyataan tersebut, ukuran kedewasaan 
yang diakui oleh masyarakatadat, dapat dilihat dari ciri-ciri17 : 
a. Dapatbekerja sendiri (mandiri); 
b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam 
kehidupanbermasyarakat dan bertanggung jawab; 
c. Dapat mengumsi harta kekayaan sendiri. 
                                                          
16www.legalitas.org Kitab Undang-undang hokum perdata hlm 65 diakses tanggal 19 Mei 2017 pada 
pukul 22.06 
17http://alfarabi1706.blogspot.com/2013/01/subyektum-yurishukum-adat.htmltanggal 19 Mei 2017 





Dengan demikian, nampak jelas bahwa yang dapat dikatagorikan 
sebagaiseorang anak, bukan semata-mata didasarkan kepada usia yang 
dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya 
seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial 
kemasyarakatan dimana iaberada 
Dari sisi yuridis, seperti dalam lapangan holcum perdata akan 
dikaitkandengan persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah 
kekuasaan orang tua pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, 
perwalian pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. 
Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(Soedaryo, 1996:89), memberikan pengertian anakatau orang yang belum 
dewasa, sebagai berikut: 
"Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 
2l tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang 
belummencapai umur 21 tahun telah kawin, dan perkawinan itu 
dibubarkan sebelum umumya genap 2l tahun maka ia tidak kembali 
lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan 
tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara 
sebagaimana diatur dalam bagian ketiga keempat kelima dan keenam 
bab kebelumdewasaan dan perwalian. 
 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), tidak 
mengatur tentang pengertian anak. Namun dalam Pasai 7 Undang-Undang 
Perkawinan disebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 





Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa anak adalah seseorang di bawah 
umur 19 tahun bagi seorang laki-laki dan di bawah umur 16 tahun bagi 
seorang perempuan. 
Dalam kajian aspek hukum pidana persoalan untuk menentukan kiteria 
seorang anak walaupun secala tegas didasarkan pada batas usi4 namun 
apabilakita teliti beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang mengatur batasan anak, juga terdapat keanekaragaman. 
Menurut Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau 
dikategorikan belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Pasal 283 
KUHPmenentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 tahun. 
Sedangkan menurut Pasal, 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang 
wanrta adalah 15 tahun.(Redaksi Sinar Grafika,2006:34). Dari kriteria 
tersebut, apabila diterapkan terhadap persoalan pertanggung jawaban pidana 
maka yang dikategorikan sebagai anak (di bawah umur) adalah apabila 
belum mencapai umur 16 tahun. Hal inilah yang membedakan keadaan 
seseorang termasuk dalam kategori sebagai seorang anak atau seseorang 
yang telah dewasa. Batas usia tersebut dalam lingkungan Pengadilan Tinggi 
Jakarta telah diperluas menjadi 18 tahun. 
Menurut Pasal I ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang 
Kesejahteraan Anak),memberikan pengertian: anak adalah seorang yang 





Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anah ditentukan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pemah kawin. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa 
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Dengan demikian maka pengertian anak pada umumnyaadalah 
seseorang yang masih di bawatr umur tertentu, yang belum dewasa dan 
belum pemah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di 
Indonesia mengenai batas umur kedewasaan seseorang berbeda-beda. 
Perbedaan tersebut dari sudut manakah dilihatdan ditafsirkan apakah dari 
sudat pandang perkawinan,dari sudut kesejahteraan anak, dan dari sudut 
pandang lainnya. Hal ini tentu ada pertimbangan psikologis, yang 
menyangkut kematangan jiwa seseorang. Batas umur minimum ini 
berhubungan erat dengan soal, pada umur berapakah pembuat atau pelaku 
tindak pidana dapat dihadapkan ke purgadilan dan dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan batas 
umurmaksimum dalam hulium pidana adalah untuk menetapkan siapa saja 
yang sampai batas umur ini diberikan kedudukan anak sehingga harus diberi 





Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 
tentangPengadilan Anak disebutkan bahwa Penyimpangan tingkah laku atau 
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh 
berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan 
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan 
informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara 
dan gaya hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang 
mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap 
nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh 
kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan 
sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua wali atau 
orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan 
lingkungannyayang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. 
Selanjutnya dijelaskan pula bahwa dalam menghadapi dan 
menanggulangiberbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu 
dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. 
Untuk itu untuk menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat 
sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, 
pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut. 
Untuk itu di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang 





Nakal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai berikut. Anak Nakal adalah: 
a. anak yang melakukan tindak pidana, atau 
b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, 
baik menurut peraturan perundang-undangan mauprm menurut 
peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang 
bersangkutan. 
Namun demikian tidak semua anak nakal dapat diajukan di depan 
sidang pengadilan anak, mengingat kedudukan anak dengan segala ciri dan 
sifatnya yang khas maka terdapat batas umur minimum bagr anak yang 
dapat diajukan di depansidang pengadllan anak, sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahunl997 tentang Pengadilan Anak, 
sebagai berikut: 
a. Batas umur Anak Nakal yang dapat diqjulian ke Sidang Anak adalah 
sekurang kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 
18 (delapan belas) tahun dan belum pemah kawin. 
b. Dalam hal anak melahrkan tindaii pidara pada batas umur 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang 
pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui baias umur 
tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap 





Sedangkan terhadap anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun 
atau dapat dikategorikan anak yang belum cukup umur, terhadapnya hanya 
dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 
5 Undang- Undang No. 3 Tahun 1997 tentangPengadilan Anak. 
2.4.2 Macam-macam Kenakalan Remaja 
Menurut bentuknya, Sunarwiyati S (1985) membagi kenakalan remaja 
kedalam tiga tingkatan ; (1) kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka 
keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit (2) kenakalan 
yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai sepera 
motor tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa ijin (3) kenakalan 
khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, 
pemerkosaan. 
Sedangkan menurut Sudarsono (1995:13) yang termasuk kenakalan 
siswa atau remaja meliputi 
a. Perbuatan awal pencurian meliputi perbuatan berkata bohong dan 
tidak jujur; 
b. Perkelahian antar siswa termasuk juga tawuran antar pelajar; 
c. mengganggu teman; 
d. memusuhi orang tua dan saudara, meliputi perbuatan berkata kasar 
dan tidak hormat pada orang tua dan saudara; 






f. menonton pornografi; dan 
g. corat-coret tembok sekolah 
(sumber:http://siswatibudiarti.wordpress.com /2010 /12/23 / 
kenakalan-remaja-bentuk-penyebab-dan-cara-mengatasinya) 
 
2.4.3 Hal-hal yang mempengaruhi Timbulnya Kenakalan remaja 
Perilaku ‘nakal’ remaja bisa disebabkan oleh faktor dari remaja itu 
sendiri (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). 
Faktor internal: 
1. Krisis identitas: Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja 
memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya 
perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya 
identitas peran. Kenakalan ramaja terjadi karena remaja gagal 
mencapai masa integrasi kedua. 
2. Kontrol diri yang lemah: Remaja yang tidak bisa mempelajari dan 
membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak 
dapat diterima akan terseret pada perilaku ‘nakal’. Begitupun bagi 
mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, 
namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku 
sesuai dengan pengetahuannya. 
Faktor eksternal: 
1. Keluarga dan Perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar 





memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di 
keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan 
pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa 
menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. 
2. Teman sebaya yang kurang baik 
3. Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. 
Faktor faktor Penyebab kenakalan remaja antara lain  : 
a. Kurangnya sosialisasi dari orangtua ke anak mengenai nilai-nilai moral 
dan sosial. 
b. Contoh perilaku yang ditampilkan orangtua (modeling) di rumah 
terhadap perilaku dan nilai-nilai anti-sosial. 
c. Kurangnya pengawasan terhadap anak (baik aktivitas, pertemanan di 
sekolah ataupun di luar sekolah, dan lainnya).  
d. Kurangnya disiplin yang diterapkan orangtua pada anak. 
e. Rendahnya kualitas hubungan orangtua-anak. 
f. Tingginya konflik dan perilaku agresif yang terjadi dalam lingkungan 
keluarga. 
g. Kemiskinan dan kekerasan dalam lingkungan keluarga. 






i. Perbedaan budaya tempat tinggal anak, misalnya pindah ke kota lain 
atau lingkungan baru. 
j. Adanya saudara kandung atau tiri yang menggunakan obat-obat 
terlarang atau melakukan kenakalan remaja. 
(http://ilmu27.blogspot.com/2012/08/makalah-kenakalan-remaja.html) 
2.5. Ketentuan yang Mengatur Tentang Kenakalan Remaja 
Pengaturan tentang tindak pidana anak tidak tedapat secara 
khususmelainkan tersebar dalam berbagai peratwan perundang-undangan. 
Disamping itu, istilah tindak pidana anak, dalam kajian hukum pidana 
sebenarnya merupakan istilah yang belum dikenal secara umum tetapi hanya 
merupakan materi khusus dari materi hukum pidana. Sementara yang lazim 
dikenal dalam kepustakaan hukum pidana hanya adanya istilah tindak 
pidana. Di mana Istilah tersebut menunjuk kepada perbuatan pelanggaran 
hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan oleh seorang yang 
telah dewasa maupun oleh seorang anak. Dari istilah tersebut, maka tindak 
pidana anak merupakan gabungan dari "Tindak Pidana" dan "Anak", yang 
masing-masing mempunyai pengertian tersendiri. Istilah tindak pidana itu 
merupakan terjemahan dari crime dalam bahasa Inggris. Beberapa literatur 
dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dapat dijumpai 
istilah lain untuk menterjemahkan: 
1. Peristiwa pidana; 





3. Pelanggarann pidana; 
4. Perbuatan yang dapat dihukum; 
5. Perbuatan yang boleh dihukum dan lain-lain 
Sudarto (1968:18) menggunakan istilah Tindak Pidana sebagai istilah 
lain daricrime, dengan alasan bahwa istilah tindak pidana sudah sering 
dipakai olehpembentuk undang-undang dan sudah diterima oleh masyarakat, 
jadi sudahmempunyai sociologische gelding. SedangkanUtrecht, dalam 
bukunya HukumPidana I menggunakan istilah Peristiwa Pidana. Dengan 
alasan bahwa istilahPeristiwa itu meliputi suatu perbuatan melalaikan 
maupun akibatnya (keadaanyang ditimbulkan oleh karena perbuatan itu). 
Peristiwa adalah pengertian yang konkrit" yang hanyamenunjuk kepada suatu 
kejadian yang tertentu saja. Hal tersebut sama halnyadengan pemakaian 
istilah Tindak dalam Tindak Pidana 
Saat ini telah muncul kesepakatan diantara para sarjana 
untukmenggunakan istilah Tindak Pidana, hal tersebut selain telah banyak 
dipakaidalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana, juga 
telahdicantumkan secara tegas dalam konsep KUHP. Alasan yang 
dikemukakan antara lain bahwa hukum pidana Indonesia didasarkan kepada 
perbuatan (Daad) danpembuatnya (Dader), dengan demikian tindak pidana 
menunjuk kepada perbuatanyang dilarang yang dilakukan oleh orang, baik 





Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah 
"Perbuatanyang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang, 
yangmemungkinkan pemberian pidana.  Dengan demikian secara normatif 
mengkaji tindak pidana maka berartiparadigmanya terfokus pada masalah 
lahiriah dalam arti hanya menitikberatkankepada perbuatan nyata (actus 
reus). Walaupun jangkauan secara luas dari hukumpidana mencangkup pula 
pada persoalan sikap khususnyamenyangkut persoalan pertanggung 
jawaban, namun menyangkut suatu tindak pidana persoalan pokok lebih 
menitikberukan kepada masalah moral/etika yang erat hubungannya dengan 
masalah kepribadian/kejiwaan (psikologis). Apabiladihubungkan dengan 
persoalan tindak pidana anak, maka persoalan pokok lebihmenitikberatkan 
kepada masalah tingkah laku yang lebih erat bertalian denganaspek 
kejiwaan.Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa dipandang dari 
segiperbuatan sesungguhnyatidak ada perbedaan antara tindak pidana anak 
dengandewasa yang dapat membedakan diantara keduanya terletak pada 
pelakunya itusendiri.  
Perbedaan tersebut menyangkut kepada persoalan motivasi atas 
tindakpidana yang dilakukannya. Karena pada umumnya tindak pidana yang 
dilakukanoleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat, maka apabila 
terdapat anak-anak yang perilakunya menyimpang dari norma-norna sosial, 
terhadap anak yangdemikian seringkali masyarakat mengistilahkan sebagai 





JuvenileDeliquency. Dengan istilahtersebut terhadapnya dapat terhindar dari 
golongan yang dikategorikan sebagaipenjahat (Criminal). 
Kejahatan dilihat dari konsep yuridis berarti tingkah laku manusia 
yangdapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Namun kejahatan juga 
bukan hanyasatu gejala hukum. Menurut pandangan para kriminolog 
pengertian kejahatanmenurut konsep yuridis dianggap terlalu luas. Para ahli 
kiminologi berpendapatbahwa walaupun terdapat klasifikasi kejahatan, 
namun klasifikasi tersebutsesungguhnya menimbulkan ketidakadilan 
terhadap mereka yang dianggapbersalah melakukan kejahatan dan 
melemahkan stigma atas kejahatan serius,sehingga membawa kepada 
usaha-usaha untuk menyusun klasifikasi baru tentangpelanggaran terhadap 
hukum pidana.  
Mereka berpendapat bahwa bagi kejahatanyang dilakukan oleh anak-
anak dan remaja dipergunakan istilah "Delinquency".Istilah ini mencerminkan 
perasaan keadilan masyarakat bahwa perlu adaperbedaan pertimbangan 
bagi kejahatan yang dilakukan anak-anak atau remajadibandingkan yang 
dilakukan oleh orang dewasa.Menurut Simanjuntak (1971:35), suatu 
perbuatan itu disebut delinquen apabilaperbuatan-perbuatan tersebut 
bertentangan dengan norma-normayang ada dalammasyarakat di mana ia 
hidup, suafu perbuatan yang anti sosial di mana didalamnya terkandung 
unsur-unsur antinornatif. Sementara menurut Paul Moedikdo, semua 





merupakan delinquency, jadi semuatindakan yang dilarang oleh hukum 
pidana seperti: pencurian, menganiaya, dansebagainya. Perbuatan itu 
merupakan kejahatan, jadi perbuatan yang melawan hukum yangdilakukan 
oleh anak khususnya anak remaja. 
Dengan melihat pernyataan tersebut, ternyata Beijing rule sendiri 
tidakmemberikan batasan yang pasti terhadap juvenile delinquency. Namun 
demikianapa yang ditegaskan tersebut merupakan suatu pemyataan yang 
sangat bijaksana,karena sebagaimana ketentuan terhadap pengertian anak 
itu sendiri, batasannyadidasarkan kepada kondisi yang ada pada masing-
masing negara. Hal tersebuttelah memberikan peluang kepada masing-
masing negara agar dapat memberikanpengertian sesuai dengan kondisi 
sosio kultural Negara masing-masing. 
Di Indonesia sendiri berdasarkan rumusan Tim Kerja Bidang 
HukumPidana dan Acara Pidana pada tahun 1970 telah merekomendasikan 
dalamlaporannya bahwa yang dimalisud dengan tindak pidana 
anaklkenakalan remaja adalahsemua perbuatan yang dirumuskan dalam 
perundang-undangan pidana danperbuatan-perbuatan lainnya yang pada 
hakikatnya merugikanperkembangan si anak sendiri serta merugikan 
masyarakat".Di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak,temyata tidak satu pasal pun yang mengatur tentang tindak 





sebagaimana yang diaturdalam Pasal 1 nomor 2 Undang-Undang No. 3 
Tahun 1997, sebagai berikut:Anak nakal adalah: 
a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau 
b) Anak yang melakukan perbuatan, yang dinyatakan terlarang bagi 
anak,baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut 
peraturanhukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat 
yangbersangkutan.s 
Karena Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
tidakmemberikan penjelasan apa yang dimaksud tindak pidana anak maka 
dapatdiinterprestasikan bahwa tindak pidana anak adatah tindak pidana 
sebagaimanadiatur dalam KUHP yang dilakukan oleh seorang anak, di 
samping itu jugatermasuk melakukan perbuatan yang dinyatakan terla.rang 
ba$ anak. baik menurutperaturan perundang-undangan maupun menurut 
peraturan hukum lain yang hidupdan berlaku dalam masyarakat. 
Dalam paparan sebelumnya telah dibahas tentang pengertian seorang 
anakyang menunjuk dan berorientasi pada sualu batas usia tertentu. 
Berkaitan denganpengertian anak tersebut apabila dikaji dari segi hukum 
pidana, pada hakikatnyamenunjuk kepada persoalan batas 
pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindakpidana.Di dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ternyata hanyamenentukan batas 
usia maksimunr, yaitu umur 16 tahun. Karena hanyamenentukan batas 





seandainya melakukan suatu tindak pidana secara yuridisformal dapatdiminta 
pertanggungjawaban. Dalam KUHP kita tidak memberikan 
ketentuansebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.3 
Tahun 1997 tentangPengadilan Anak, sebagai berikut: 
a. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anaka dalah 
sekurang kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 
18(delapan belas) tahun dan belum pemah kawin. 
b. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur 
sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke siding 
pengadilan setelah anakyang bersangkutan melampaui batas umur 
tersebut tetapi belum mencapaiumur 21 (dua puluh satu) tahurq tetap 
diajukan ke sidang anak. 
 
Sedangkan terhadap anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) 
tahunatau dapat dikategorikan anak yang belum cukup umur, terhadapnya 
hanya dapatdilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 5 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 
sebagai berikut : 
a. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan 
ataudiduga melakukan tindak pidana maka terhadap anak tersebut 
dapatdilakukan pemeriksaan oleh Penyidik. 
b. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa 
anaksebagaimana dimaksud daiam ayat (1) masih dapat dibina oleh 
orang tua wali atau orang tua asuhnya Penyidik menyerahkan kembali 





c. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa 
anaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina oleh 
orang tua,wali atau orang tua asuhnya Penyidik menyerahkan anak 
tersebut kepadaDepartemen Sosial setelah mendengar pertimbangan 
dari PembimbingKemasyarakatan. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa saat 
initelah terdapat kemajuan di mana pertanggungjawaban pidana terhadap 
pelakutindak pidana anak sudah diatur secara limitatif ad,anya batas 
minimum danmaksimum seorang anak dimintai pertanggungjawabarq 
sehingga tidak dapatdilakukan terhadap semua anak yang dikategorikan 
sebagai anak nakal dapatbatas minimum pertanggunjawaban pidana bagi 
seorang anak. Padahal apabiladilihat beberapa peraturan hukum pidana 
negara lain pada umumnya mengaturdengan tegas batas minimum dan batas 
maksimum 
Kemajuan nampak dengan ditentukannya secara tegas batas usia 
minimumdan maksimun bagi seseorang anak yang dapat diminta 
pertanggungjawabanpidana. Kemajuan tersebut semakin jelas setelah 
diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak, yang telah menentukanadanya batas usia minimum dan batas usia 
maksimum seorang anak dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan yang 
dilak-ukannya yaitu pada usiaminimum 8 tahun dan maksimal l8 tahun. Di 





Pengadilan Anak ini dirumuskantentang pengertian Anak, yaitu orang yang 
dalam perkara anak nakal telahmencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi 
belum mencapai umur 18 (delapan belas)tahun dan belum pernah kawin. 
Sedang yang dimaksud dengan anak nakal diaturdalam Pasal 1 angka 2 
yang menentukan bahwa anak nakal, yaitu anak yangmelakukan tindak 
pidan4 atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakanterlarang bagi 
anah baik menurut peraturan perundang-undangan maupunmenurut 
peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat 
yangbersangkutan. 
Memahami ketentuan tersebut maka tidak semua anak nakal 
dapatdiajukan di depan sidang pengadilan anak, dan untuk itu terdapat batas 
umurminimum bagi anak yang dapat diajukan di depan siding pengadilan 
anak,dimintai pertanggungjawaban, melainkan hanya terhadap anak nakal 
yang telahmencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai l8 
(delapan belas) tahundan belum pemah kawin. Sementara bagi anak nakal 
yang belum mencapai umur8 (delapan) tahun maka setelah dilakukan 
pemeriksaan oleh penyidlkterdapat 2(dua) kemungkinan yaitu apabila masih 
dapat dibina maka akan diserahkan kembali kepada orang tua, wali atau 
orang tua asuhnya4 tetapi apabila tidak dapatdibina oleh orang tua wati atau 
orang tua asuhnya maka diserahkan kepadaDepartemen Sosial setelah 





Walaupun dalam penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 
1997tentangpengadilan Anak tidak memberikan keterangan lebih lanjut 
alasanditetapkan anak umur delapan tahun dikenakan sanksi yang bersifat 
khusus,namun apabila diperhatikan pendapat Robet K. Merton, bahwa anak-
anak yangberumur di bawah usia 8 tahun dianggap tidak mampu untuk 
mempunyai, sedangkan mereka yangberumur antara 7 sampai 14 tahun 
pada umumnya dianggap mampu untukmempunyai kehendak jahat. 
Seseorang yang tidak mampu untuk mempunyaikehendak jahat, berarti tidak 
melakukan kejahatan (incapable of crime). 
Namun yang patut merqadi pegangan bagi aparat penegak hukum 
dalampersoalan pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak, adalah 
hakikat yangmendasari dihadapkannya anak ke sidang pengadilan. Di mana 
bukan ditujukanuntuk mengadili anak atas tindakan yang telah dilakukannya 
melainkandikembalikan kepada sejauh mana anak mampu bertanggung 
jawab terhadap apa yang telah dilakukan. 
2.6. Penegakan Hukum 
2.6.1. Pengertian Penegakan Hukum 
Penegakan hukum adalah proses pemungsian norma-norma hukum 
secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Stabilitas politik 
dan keamanan hanya dapat tegak bila aturan hukum berjalan dengan 





membuat negara jatuh pada kondisi ketidakpastian dan instabilitas. Karena 
itu, penegakan hukum harus: 
(1) pemerintah dan semua anggota masyarakat terikat oleh hukum; 
(2) setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum; 
(3) kemuliaan manusia diakui dan dilindungi oleh hukum; dan 
(4) keadilan terjangkau oleh semua warga tanpa kecuali. Untuk 
mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan perundang-undangan 
yang transparan, hukum yang adil, penegakan hukum yang 
dapat diprediksi, dan tanggung jawab pemerintah untuk 
menjaga ketertiban. 
Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan 
pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 
pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan 
pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan 
objeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan 
oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan 
hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, 
proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap 
hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau 





pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau 
menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, 
penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan 
hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum 
berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, 
apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk 
menggunakan daya paksa.Pengertian penegakan hukum itu dapat pula 
ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, 
pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, 
penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di 
dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya 
menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. (Jimly 
Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, diakses dari google.com  di akses 
pada 30 Maret 2012) 
 Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk 
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 
pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan 
hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik 
dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai 





hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang 
resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin 
berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. 
Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi 
penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, 
aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, 
polisi (termasuk PPNS sebagai pengemban fungsi kepolisian), penasehat 
hukum, jaksa, hakim dan petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap 
aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan 
dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau 
pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan 
vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali 
(resosialisasi) terpidana.  Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum 
itu, setidaknya terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: 
1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana 
dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja 
kelembagaannya; 
2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk 
mengenai kesejahteraan aparatnya, dan 
3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja 





dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum 
acaranya. 
Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan 
ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan 
keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. 
Masyarakat Indonesia masih dalam taraf masyarakat yang ‘takut’ pada 
hukum (aparat penegak hukum) dan belum dapat dikategorikan sebagai 
masyarakat yang ‘taat’ pada hukum. Pada masyarakat yang takut pada 
hukum, masyarakat tidak akan tunduk pada hukum bila penegakan hukum 
lemah, inkonsisten dan tidak dapat dipercaya.Bila penegakan hukum oleh 
aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai tidak ada 
dan seolah mereka berada dalam hutan rimba. Sebaliknya, bila penegakan 
hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah masyarakat 
mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk. Bahkan realitas saat ini, 
penegakan hukum berfungsi dan difungsikan sebagai instrumen untuk 
membuat masyarakat takut pada hukum yang pada gilirannya diharapkan 
menjadi taat pada hukum. 
2.6.2. Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas 
Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses 
dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum 
bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku 





dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan.  Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan terbagi atas:  
1) Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas 
Pengertian tentang penyidikan, antara lain dikutip dari Pasal 1 Undang-
undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu : “Penyidikan 
adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang 
bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 
yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya” 
Kecelakaan lalu lintas, adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak 
disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, 
yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Stanard 
Boker dalam bukunya Traffic Accident Investigator Manual Police 
menjelaskan, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan yang terjadi di 
jalan umum yang mengakibatkan pemakai jalan yang sedang bergerak, yang 
mengakibatkan korban luka berat, luka ringan, meninggal dunia. 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan 
penyidikan kecelakaan lalu lintas, adalah merupakan upaya pengungkapan 
pelaku, barang bukti dan TKP (tempat kejadian perkara) yang merupakan 
bukti segitiga dalam pembuktiannya, di mana TKP merupakan unsur utama 





sebenarnya. Penyidikan kecelakaan lalu lintas dimulai dari tahap pra 
penyidikan, proses penyidikan itu sendiri dan pelimpahan berkas penyidikan 
kepada Penuntut Umum. 
Tahap pra penyidikan dimulai dari saat mendatangi TKP (Tempat 
Kejadian Perkara). Setelah menerima laporan tentang adanya suatu kejadian 
kecelakaan lalu lintas, petugas Polisi Lalu lintas segera menyiapkan 
perlengkapan untuk mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas tersebut. Setelah 
tiba di TKP, maka petugas segera mengamankan TKP tersebut. Adapun 
tujuan pengamanan di TKP, adalah : 
a) Menjaga agar TKP tetap utuh/tidak berubah sebagaimana pada 
saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan 
pertama di TKP. 
b) Mencegah timbulnya permasalahan baru seperti terjadinya 
kecelakaan lalu lintas  dan  kemacetan lalu lintas. 
c) Untuk memberikan pertolongan kepada korban dan mengamankan 
bagi petugas yang sedang melaksanakan tugas di TKP serta 
pemakai jalan lainnya. 
d) Untuk melindungi agar barang bukti yang ada tidak hilang atau 
rusak. 
e) Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan 





Kegiatan yang dilaksanakan di TKP selanjutnya adalah pengolahan 
TKP kecelakaan lalu lintas oleh petugas, dimulai dari pengukuran, 
pemotretan, mencatat identitas saksi dan korban, pengamanan barang bukti, 
dan pembuatan Sket TKP. Dalam Vademikum Lalu lintas, dijelaskan : 
“Sket TKP merupakan pedoman dalam pembuatan berkas perkara, 
karena merupakan kumpulan fakta-fakta yang menguraikan kejadian-
kejadian pada saat terjadi kecelakaan Lalu lintas. Dari gambar Sket ini 
pula dapat ditentukan sebab terjadinya laka lantas yang menentukan 
tersangka dan dapat meyakinkan hakim dalam pengambilan 
keputusan pidana.” 
 
Setelah semua kegiatan di TKP selesai dilaksanakan, maka 
dilakukanlah kegiatan  pengakhiran di TKP. Kegiatan yang dilaksanakan, 
antara lain konsolidasi, pembukaan TKP, dan permintaan Visum et Revertum 
(VER) terhadap korban kecelakaan lalu lintas.  Kegiatan pengolahan di TKP 
ini diakhiri dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP (BAP TKP). 
Selain Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat juga Berita Acara Pemotretan 
di TKP dan Berita Acara lain-lain sesuai tindakan yang dilakukan.  Petugas 
juga harus mengadakan koordinasi dengan pihak Jasa Raharja dalam rangka 
mempercepat klaim asuransi bagi korban luka maupun meninggal dunia. 
Kegiatan selanjutnya para petugas kembali ke kantor dan memulai 
tahap selanjutnya, yaitu penyidikan kecelakaan lalu lintas.  Proses penyidikan 
dilakukan dengan membuat berita acara. Pembuatan berita acara dalam 
proses penyidikan kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dalam bentuk berita 





kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan atau luka berat 
dibuat dalam acara pemeriksaan biasa (pasal 152-202 KUHAP), sedangkan 
kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan atau rugi material 
dibuat dalam acara pemeriksaan singkat (pasal 203-204 KUHAP). 
Dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas, selain menyelesaikan 
permasalahan pidana juga terdapat permasalahan perdata yang harus 
diselesaikan. Pada penanganan masalah perdata ini, harus dilaksanakan 
dengan benar bila tidak akan  menyisakan permasalahan di kemudian hari. 
Dalam Vademikum Lalu lintas, dijelaskan masalah penanganan perdata, 
khususnya dalam hal penyelesaian ganti rugi oleh pemilik kepada korban 
kecelakaan lalu lintas, sebagai berikut : 
a) Bila kecelakaan lalu lintas menimbulkan kerugian bagi orang lain 
berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata maka pihak yang merasa 
dirugikan berhak menuntut kerugian. 
b) Hubungan hukum antara pengemudi dengan majikan belum diatur 
dalam perundang-undangan di Indonesia, namun hubungan majikan 
dengan pengemudi hanya berdasarkan pekerjaan yang diatur dalam 
pasal 1376 KUH Perdata. 
c) Pihak majikan berdasarkan pasal 12 UULAJ bertanggung jawab 






d) Atas kerugian kecelakaan yang ditimbulkan, oleh karena tidak 
dipenuhinya unsur laik jalan di atas, maka majikan / pemilik 
bertanggung jawab karena berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata 
antara majikan/pemilik dengan pengemudi didasarkan atas 
hubungan pekerjaan 
e) Untuk itu dalam setiap penyelidikan kecelakaan lalu lintas yang 
menimbulkan korban meninggal dunia, penelitian dengan 
mengikutsertakan instansi LLAJ dan PU merupakan syarat mutlak 
untuk kepentingan hukum terutama yang berkaitan dengan instansi 
LLAJ adalah sebagai saksi yang wajib dimintakan kesaksian untuk 
mempertanggung jawabkan perbuatan hukum yang ditimbulkan 
oleh pemilik kendaraan pasal 53 UULAJ (1) dan penjelasannya Jo 
pasal 120 KUHAP. (http://lantasrestapkl. wordpress. com/2011/08/ 
19/ penegakan-hukum –di -bidang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan. 
Diakses tanggal 30 Maret 2013) 
2) Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. 
Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan 
dengan menggunakan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. Seperti 
diketahui proses penegakan hukum telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum proses penegakan 
hukum (proses di pengadilan) terhadap suatu tindak pidana dapat 





1) Acara Pemeriksaan Biasa (Bagian Ketiga, Bab XVI KUHAP) 
2) Acara Pemeriksaan Singkat (Bagian Kelima Bab XVI KUHAP) 
3) Acara Pemeriksaan Cepat (Bagian Keenam Bab XVI KUHAP), 
meliputi: 
a. Acara Tindak Pidana Ringan 
b. Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan 
Acara`pemeriksaan pelanggaran lalu lintas lintas diatur dalam paragraf 
2 Bagian Keenam Bab XVI KUHAP, dengan beberapa ketentuan sebagai 
berikut: 
1) Terdakwa dapat diwakili 
2) Putusan dapat dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa, dalam hal ini 
terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 
hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepadanya. 
3) Pengertian perkara pelanggaran lalu lintas jalan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 211, adalah sebagai berikut: 
a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, 
membahayakan keteriban atau membayakan keamanan 
lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada 
jalan. 
b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat 
memperlihatkan SIM, STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan 





menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu 
lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa 
berlakunya sudah kadaluwarsa 
c. membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor 
dikemudikan orang yang tidak memiliki Surat Izin 
Mengemudi 
d. tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lalu lintas 
jalan, penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, 
pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dgn 
kendaraan lain 
e. membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa 
dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai 
dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan, 
f. pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas 
pengatur lalu lintas jalan, dan atau isyarat lalu lintas jalan, 
rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan, 
g. pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan 
muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan 
penumpang dan atau cara memuat dan membongkar 
barang, 
h. pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang 





4)    Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan 
pengadilan: 
a. dibuat berupa catatan bukan Berita Acara (BA) Pemeriksaan, 
bukan BA Ringkas seperti dalam pemeriksaan acara ringan; 
Formulir catatan agar sah memuat: 1) pelanggaran lalu lintas 
yang didakwakan kepada terdakwa; 2) berisi pemberitahuan 
hari, tanggal, jam, tempat sidang pengadilan yang akan dihadiri 
terdakwa. 
b. formulir catatan tersebut butir a segera diserahkan ke 
pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang 
pertama berikutnya. 
c. dalam pemeriksaan di pengadilan panitera tidak perlu membuat 
BA pemeriksaan sidang. BA, dan dakwaan, serta putusan cukup 
berupa catatan yang dibuatnya (panitera) dalam buku register 
perkara lalu lintas jalan (buku pedoman berdasarkan Pasal 207 
ayat (2) huruf b. 
5)    Penunjukan wakil menghadap pemeriksaan sidang pengadilan  
Pasal 213 
a. UU tidak mewajibkan terdakwa menghadap in person di sidang 





b. Terdakwa dapat menunjuk wakilnya, berdasarkan Pasal 213 
penunjukkannya berupa surat. (ditafsirkan sebagai surat kuasa) 
namun bentuknya bebas. 
 Pasal 214 ayat (1) 
a. Pemeriksaan dan putusan (diucapkan) di luar hadirnya terdakwa 
(disebut Verstek dalam hukum acara perdata), prosesnya sebagai 
berikut: apabila terdakwa atau wakilnya tidak datang, pemeriksaan 
perkara dilanjutkan (tidak perlu ditunda dan dimundurkan) karena 
bersifat imperatif bukan fakultatif 
b. putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa karena merupakan 
rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pemeriksaan perkara lalu 
lintas jalan. 
6)    Pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan 
Pasal 214 ayat (2) 
Putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa, maka surat amar putusan 
segera disampaikan kepada terdakwa. Prosedurnya sebagai berikut: 
a. panitera segera menyampaikan surat amar putusan kepada penyidik. 
b. penyidik menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada terpidana 
sesuai Pasal 227 ayat (2) (tanggal dan tanda tangan terpidana 
menerima surat amar putusan tsb) maka penyidik telah melakukan 





c. penyidik mengembalikan surat amar putusan yang telah 
diberitahukan itu kepada panitera. 
d. pelaksanaan eksekusi tidak termasuk pemberian kuasa dari Penuntut 
Umum (PU) kepada penyidik, karena eksekusi tetap merupakan hak 
dan wewenang mutlak PU (penyidik mendapat kuasa dari PU yang 
menyangkut prosedur dan proses pemeriksaan. 
7)    Acara pemeriksaan lalu lintas jalan 
 Pasal 214 ayat (4) 
 Perlawanan/verzet terhadap putusan di luar hadirnya terdakwa/verstek 
a. perlawanan diajukan langsung ke pengadilan yang memutus perkara, 
tidak perlu melalui penyidik oleh terpidana 
b. perlawanan diajukan oleh terpidana hanya yang menyangkut 
perampasan kemerdekaan 
c. tenggang waktu mengajukan perlawanan 7 hari terhitung sejak 
tanggal pemberitahuan putusan kepada terpidana 
 Pasal 214 ayat (6) 
a. apabila perlawanan maka putusan menjadi gugur, kedudukan 
terpidana berubah menjadi terdakwa 
b. pemeriksaan terhadap terdakwa harus dilakukan kembali 
c. panitera memberitahukan kepada penyidik adanya perlawanan dari 
terpidana, beserta penetapan hakim tentang hari sidang untuk 





d. penyidik memberitahukan penetapan hari sidang itu kepada 
terdakwa. 
8)    Putusan perkara lalu lintas jalan yang dapat dibanding 
Pasal 214 ayat (8), menyebutkan putusan yang dapat dibanding: 
a. putusan yang awalnya dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa 
b. putusan berupa perampasan kemerdekaan 
c. terpidana mengajukan perlawananpemeriksaan di sidang dibuka 
kembali 
d. putusan sidang selanjutnya tetap menjatuhkan pidana perampasan 
kemerdekaan 
e. terpidana dapat mengajukan banding 
9)    Penyitaan Dalam Perkara Lalu Lintas Jalan 
 Tata cara penyitaan 
a. Dasar hukum Pasal 38 ayat (1) KUHAP. 
b. Setiap penyitaan yang akaan dilakukan penyidik atas sesuatu benda 
harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, apabila tidak ada surat 
izin tersebut maka merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah. Hal 
ini sulit dalam perkara lalu lintas jalan 
c. Cara mengatasinya,menggunakan rumusan Pasal 38 ayat (2), dalam 
keadaan yang sangat perlu dan mendesak berdasarkan undang-
undang penyidik dibenarkan melakukan penyitaan terhadap benda 





d. Gunakan tafsiran tertangkap tangan dalam peristiwa pelanggaran lalu 
lintas jalan di lapangan, selanjutnya tertangkap tangan dikategorikan 
dalam keadaan sangat perlu dan mendesak (dasarnya pedoman 
angka 10 Lampiran Keputusan Menteri kehakiman No .M.14-
PW.07.03 Thn 1983). 
10)    Pengembalian Benda Sitaan 
Pasal 215 
a. Barang bukti segera dikembalikan setelah putusan dijatuhkan, 
b. Pengembalian barang tersebut dengan syarat terpidana memenuhi isi 
amar putusan 
c. Pasal 273 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan pidana 
denda dalam acara pemeriksaan cepat, harus “seketika dilunasi” 
pada saat putusan dijatuhkan 
d. SEMA (Surat Edaran MA) No 22 Tahun 1983 memberi petunjuk 
pengertian “harus segera dilunasi”, apabila terdakwa/kuasanya hadir. 
Jikaterdakwa/kuasanya tidak hadir pelunasannya pada saat jaksa 
memberitahukan putusan tersebut kepada terpidana 
e. Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat dan kepada yang 
berhak  
sejalan dengan pasal 194 ayat (1) : 
1. pemilik sebenarnya; 





3. pemegang terakhir 
11)    Bentuk putusan pelanggaran lalu lintas jalan 
Pasal 212 
1. tidak diperlukan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan 
dan pada sidang pengadilan 
2. penyidik cukup mermbuat catatan dalam formulir yang telah 
ditentukan yang berisi: pelanggaran yang didakwakan; tempat, 
waktu kejadian; lampiran benda sitaan (jika ada); catatan 
pemberitahuan tanggal, hari, jam dan tempat sidang 
3. Bentuk putusan sederhana tidak memperhatikan Pasal 197 ayat (1) 
KUHAP, sbb: 
a. berupa catatan yang dibuat hakim pada catatan atau formulir 
pemerik saan yang disampaikan penyidik kepada pengadilan 
b. catatan putusan yang dibuat hakim itulah yang disebut “surat 
amar putusan” 
c. panitera mencatat isi putusan ke dalam register 
2.6.3. Dasar Hukum Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas 
Penegakan hukum merupakan upaya menegakan norma hukum 
terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan untuk 
menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak, searah 
dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan 





pelanggaran norma hukum. Penegakan hukum lalu lintas merupakan bagian 
dari fungsi lalu lintas yang mempunyaiperanan agar Undang-Undang Lalu 
Lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Berdasarkan funsinya kegiatan 
penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian 
yaitu: 
1. Preventif 
Meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, 
pengawalan lalu lintas, patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya 
kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas 
saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Adapun dasar hukum dari 
penegakan lalu lintas di bidang preventif antara lain, yaitu: 
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1980 tentang KUHAP; 
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya; 
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; 
4. Keputusan Menteri Perhubungan; 
5. Peraturan-peraturan daerah. 
2. Represif 
1. Meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan lalu lintas, dimana 
penindakan pelanggaran lalu lintas meliputi penindakan secara 





secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan 
terhadap pelanggar lalu lintas. Sedangkan penindakan secara yuridis 
dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara 
hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tindakan 
langsung (tilang), serta penindakan terhadap pelaku kecelakaan lalu 
lintas yang menimbulkan korban jiwa dengan menggunakan ketentuan 
penyidikan sebagaimana terdapat dalam KUHAP. 
2. Penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) meliputi 
penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas. 
Dalam hal penindakan pelanggaran, sebelumnya dilakukan 
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Tindakan pemeriksaan 
kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran merupakan 
rangkaian kegiatan penegakan hukum di bidang LLAJ. Hasil dari 
pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan 
ditemukan adanya pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan 
penindakan pelanggaran dengan pemeriksaan acara cepat dan 
dikenakan tindak pidana denda.  
3. Tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas, lazim disebut 
tilang, adalah salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas 
yang dilakukan Polri. Penyelesaian atas pelanggaran itu berada dalam 
sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melibatkan 





Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pelanggaran yang dapat 
dikenakan tilang, yaitu sebagai berikut: 
1) Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu 
lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan 
kaki, dan alat pengaman pengguna jalan (Pasal 275 ayat (2) jo 
Pasal 28 ayat (2)); 
2) Setiap pengguna jalan tidak mematuhi perintah yang diberikan 
oleh petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat 
(3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran 
lalu lintas wajib untuk berhenti, jalan terus, mempercepat, 
memperlambat, dan/atau mengalihkan kendaraan (Pasal 282 jo 
Pasal 104 ayat (3)); 
3)  pengemudi (pengemudi semua jenis kendaraan bermotor) tidak 
dapat menunjukan SIM yang sah (Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 
ayat (5) huruf b mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak 
memiliki SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat(1)); 
4) Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK 
yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 77 ayat 
(1)), kendaraan bermotor tidak dipasangi TNKB yang ditetapkan 
oleh Polri (Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)), kendaraan bermotor di 





keselamatan berlalu lintas antara lain: bumper tanduk dan lampu 
menyilaukan (Pasal 279 jo Pasal 58); 
5) Tidak mengenakan sabuk keselamatan (Pasal 289 jo Pasal 106 
ayat (6)); 
6) Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi 
tertentu (Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1)); 
7) Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan 
dengan kendaraan lain (Pasal 287 ayat (6) jo Pasal 106 ayat (4) 
huruf h); 
8) Mengemudi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-
rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak 
menggunakan helm (Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7)); 
9) Melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan 
parkir (Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) huruf e); 
10) Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah 
(Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 
huruf a); 
11) Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau 
isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah (Pasal 194 
jo Pasal 112 ayat (1)); 
12) memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau bergerak ke 





13) Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan 
rambu lalu lintas atau marka (Pasal 287 ayat (1) joPasal 106 ayat 
(4) huruf a dan Pasal 106 ayat (4) huruf b); 
14) Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan 
Alat pemberi isyarat lalu lintas (Pasal 287 ayat (2) jo Pasal 106 
ayat (4) huruf c); 
15) Melakukan kegiatan lain saat mengemudi, dipengaruhi oleh suatu 
keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam 
mengemudi di Jalan (Pasal 283 jo Pasal 106 ayat (1)); 
16) Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara 
kereta api dan Jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, 
palang pintu kereta api sudah mulai ditutup dan/atau ada isyarat 
lain (Pasal 296 jo Pasal 114 huruf a); 
17) Tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan 
bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam 
keadaan darurat di Jalan (Pasal 298 jo Pasal 121 ayat (1)); 
18) Tidak memberi prioritas jalan bagi kendaraan bermotor yang 
memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan bunyi dan 
sinar dan/atau yang dikawal oleh Petugas Polri (Pasal 287 ayat (4) 






19) Tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda 
(Pasal 284 jo Pasal 106 ayat (2)); 
20) Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan: ban cadangan, 
segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan 
pertolongan pertama pada kecelakaan (Pasal 278 jo Pasal 57 ayat 
(3)). 
21) Pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi 
tidak mengenakan sabuk keselamatan (Pasal 289 jo Pasal 106 
ayat (6)); 
22) Pengemudi dan penumpang tidak mengenakan sabuk 
keselamatan dan helm (Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7)); 
23) Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi: 
kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda 
batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, 
lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur 
kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, 
penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca (Pasal 285 
ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2)); 
24) Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan laik jalan (Pasal 





25) Penumpang kendaraan bermotor yang duduk di samping 
pengemudi tidak mengenakan sabuk keselamatan (pasal 289 jo 
pasal 106 ayat (6)); 
26) Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Uji 
Berkala (Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf c; 
27) Kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah diterminal 
(Pasal 276 jo Pasal 36); 
28) Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam 
trayek (Pasal 308 huruf a jo Pasal 173 ayat (1) huruf a; 
29) Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam 
trayek (Pasal 308 huruf a jo Pasal 173 ayat (1) huruf a. 
30) Menyimpang dari izin yang ditentukan (Pasal 308 huruf c jo Pasal 
173); 
31) Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak 
menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau 
mengubah arah (Pasal 300 huruf a jo Pasal 134 ayat (1) huruf c; 
32) Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau 
menurunkan penumpang (Pasal 300 huruf b jo Pasal 124 ayat (1) 
huruf d 
33) Tidak menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan (Pasal 





34) Tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, 
menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau 
melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek 
(Pasal 302 jo Pasal 126); 
35) Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu, tapi menaikkan 
atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau 
menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan 
untuk keperluan lain (Pasal 304 jo Pasal 153 ayat (1); 
36) Kendaraan bermotor bus tidak dilengkapi dengan surat keterangan 
uji berkala dan tanda lulus uji berkala (Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 
106 ayat (5) huruf c); 
37) Kendaraan bermotor dan/atau kereta gandengannya atau kereta 
tempelannya tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala 
dan tanda lulus uji berkala (Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat 
(5) huruf c); 
38) Tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang 
ditentukan (Pasal 301 jo Pasal 125); 
39) Mobil barang untuk mengangkut orang tanpa alasan (Pasal 303 jo 
Pasal 137 ayat (4) huruf a, b, dan c); 
40) Membawa muatan, tidak dilengkapi surat muatan dokumen 





41) Tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya 
angkut, dimensi kendaraan (Pasal 307 jo Pasal 169 ayat (1)); 
42) Kendaraan bermotor dan/atau kereta gandengannya atau kereta 
tempelannya tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala 
dan tanda lulus uji berkala (Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat 
(5) huruf c); 
43) Tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan, pemberian 
tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan 
rekomendasi dari instansi terkait (Pasal 305 jo Pasal 162 ayat (1) 
huruf a, b, c, d, dan e atau f); 
44) Pengendara sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada 
siang hari (Pasal 293 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (2)), tidak 
mengenakan helm SNI (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8)), 
membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm (Pasal 291 
ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8); 
45) Tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu) 
orang (Pasal 292 jo Pasal 106 ayat (9)); 
46) Tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (Pasal 285 ayat 
(1) jo Pasal 106 ayat (3), dan Pasal 48 ayat (2), dan ayat 
(3)).(Sumber; http://iyan88simple. blogspot.com /2012/10/ 







PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Tinjauan hukum terhadap aksi balap liar di kalangan remaja dalam 
wilayah hukum POLRES Maros  
 
Balap motor liar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang 
memiliki resiko tinghi dan dapat membahayakan orang lain. Salah satau 
sebabnya adalah  karena karena kegiatan ini dilakukan tanpa standart 
keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan 
pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan 
mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga 
memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu 
lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan 
terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun 
meninggal dunia. 
Balap motor liar dapat diartikan sebagai kegiatan beradu cepat 
kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan 
umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, 
melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam 





Menurut salah satu sumber yang bertugas sebagai perantara kegiatan 
balap liar pada saat wawancara pada hari Sabtu, 4 Mei 2013 pukul 17.00 
Wita sebagai berikut:  
“ Balap liar sering kami lakukan di beberapa tempat di wilayah 
POLRES Maros , hal ini disesuaikan dengan kondisi keamanan(aman 
dari polisi) dan disetujui oleh peserta yang akan melaksanakan 
balapan liar. Adapun beberapa tempat yang sering diajdikan sebagai 
lokasi balapan adalah Jalan poros Tonasa II, Jalan penghubung desa 
Batara dengan Kelurahan labakkang, Jalan Poros Bontoa, dan Jalan 
Poros Makasssar-pare(Bontogelang)”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa kegiatan balap liar 
memang sering terjadi di beberapa  tempat dalam wilayah POLRES 
Pengkep. Kegiatan balap liar dilakukan pada saat petugas kepolisian tidak 
berada pada wilayah itu.  
Hal ini relevan dengan pendapat salah seorang petugas polisi (Bintara 
unit Patroli Satlantas POLRES Maros ) bahwa: 
“balap liar sering terjadi di wilayah polres Maros  khususnya pada 
malam minggu dan itu dilakukan di jalan poros makassar pare, 
sehingga sangat mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan 
kecelakaan pada pengguna jalan raya.” 
 
Berdasarkan wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa kegiatan 
balap liar telah menyebabkan ketidaknyamanan pada pengguna jalan 
sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas bukan hanya untuk 
pelaku balap liar tetapi juga pengguna lain yang tidak memiliki keterkaitan 





Selain itu kajian literatur menunjukkan bahwa akibat lain dari kegiatan 
balap liar ini antara lain:  
1. Tabrakan antara kendaraan (kematian dan cedera untuk 
pengemudi, penumpang, penonton, atau orang tidak bersalah, dan 
kerusakan. 
2. Kebisingan (dari kendaraan balap dan banyak) 
3. Vandalisme dan sampah di lokasi balap (termasuk di mana 
pembalap biasanya berkumpul); 
4. Hilangnya kesempatan orang lain untuk menggunakan jalan raya 
5. Rusaknya fasilitas jalan raya (Http:/1.bp/blogspot.com) 
Selain itu dalam kegiatan balap liar terdapat beberapa fenomena yang 
dilakukan oleh pelaku balap liar. Hasil wawancara dengan salah seorang joki 
balap liar pada hari Sabtu, 4 Mei 2013 pukul 23.00 Wita sebagai berikut:  
“Pada kegiatan Balap liar, sebagai joki tugas kami hanya mengendarai 
atau menjalankan motor, persoalan memiliki SIM atau tidak, sebagian 
besar dari kami tidak memiliki SIM.  
 
Selain itu hasil wawancara dengan salah seorang pemilik motor atau 
bengkel motor pada hari Senin, 6 Mei 2013 pada pukul 10.00 wita sebagai 
penyedia kendaraan  sebagai berikut:  
“Motor yang digunakan dalam balap liar harus seringan mungkin 
sehingga tidak berat untuk lari atau dipacu, jadi sebagain besar alat-
alatnya di hilangkan. Misalnya kap, setang kemudi ditekuk alias tidak 
standar, knalpot digunakan yang racing dengan suara besar, tidak 
pakai lampu,spedometer, spion, bahkan mesinpun hasil dari aplikasi 
berbagai bahan-bahan yang bagus, sehingga motor betul-betul bisa 
mencapai kecepatan tinggi” 
 
Berdasarkan kedua hasil wawancara di tas, terlihat bahwa banyak 
pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada setiap kegiatan balap liar jika 
ditinjau dari lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang No. 14 





digunakan tidak sesuai dengan aturan, suara motor yang melebihi ambang 
batas yang disarankan, mesin tidak standar, serta kecepatan melebihi batas 
kecepatan maksimal di jalan raya. 
Hasil wawancara lain dengan salah seorang penikmat/penontonbalap 
liar pada hari Sabtu, 18 Mei 2013 pukul 22.00 Wita,  sebagai berikut:  
“Kalau ada balap liar, kami sebagai penonton berkumpul untuk melihat 
siapa yang terbaik. Banyak diantara kami yang melakukan taruhan dari 
ribuan hingga jutaan rupiah.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, terlihat bahwa pelanggran 
hukum dari kegiatan balap liar sudah terkait dengan kegiatan judi, yang dapat 
berakibat terjadinya dampak pengiring yaitu keributan atau perkelahian, 
sehingga kegiatan balap liar dapat menimbulkan kerawanan dalam 
masyarakat. 
Berdasarkan kajian hasil wawancara dan literatur terlihat bahwa aksi 
balap liar dikalangan remaja, memiliki banyak hal yang bertentangan dengan 
rumusan mengenai pelanggaranlalu lintas pada Undang-Undang No. 14 
Tahun 1992. Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam kitab Undang-Undang 
hukum Pidana, akan tetapi di atur dalam perundang-undangan tersendiri 
yang merupakan undang-undang yang khusus membahas tentang lalu lintas 
dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1992. Adapun 
tinjauan hukum terhadap aksi balap liar remaja di wilayah POLRES Maros  





Pasal 211 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah 
sebagai berikut:  
1) Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, 
marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan 
alat pengaman pengguna jalan (Pasal 275 ayat (2) jo Pasal 28 ayat 
(2)); 
2) Pengemudi (pengemudi semua jenis kendaraan bermotor) tidak dapat 
menunjukan SIM yang sah (Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) 
huruf b mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki 
SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat(1)); 
3) Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang 
ditetapkan oleh Polri (Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (1)), 
kendaraan bermotor tidak dipasangi TNKB yang ditetapkan oleh Polri 
(Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)), kendaraan bermotor di jalan 
dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu 
lintas antara lain: bumper tanduk dan lampu menyilaukan (Pasal 279 
jo Pasal 58); 
4) Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu 
(Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1)); 
5) Mengemudi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, 
tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak menggunakan helm 





6) Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah 
(Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf 
a); 
7) Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi: kaca 
spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas 
dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu 
penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, 
kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, 
penempelan, atau penghapus kaca (Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 
ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2)); 
8) Pengendara sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada 
siang hari (Pasal 293 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (2)), tidak 
mengenakan helm SNI (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8)), 
membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm (Pasal 291 ayat 
(2) jo Pasal 106 ayat (8); 
Berdasarkan hasil  analisis terhadap Pasal 211 KUHAP dan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka dapat diliahat bahwa terdapat delapan 
item utama yang dilanggar oleh aksi balap liar di kalangan remaja. Hal ini 
menunjukkan bahwa kegiatan balap liar dikalangan remaja telah menjadi 
sesuatu yang sangat rawan dalam mengganggu keamana dan ketertiban 
baik di masyarakat umumnya dan khusunya dapat mengancam keselamatan 





kepolisian khususnya Satuan lalu lintas baik secara preventif maupun secara 
refresif. 
Selain itu secara nyata yang terjadi dilapangan pelanggaran hukum 
yang dilakukan aksi balap liar remaja ditinjau dari hukum lalu lintas Indonesia 
balapan liar itu mengganggu kelancaran, meresahkan, dan membahayakan 
baik pelaku maupun pengguna jalan lainnya, oleh karnanya apabila 
melakukan Balapan Liar secara langsung mereka telah melanggar UU No.22 
Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman 
hukuman kurungan 1 tahun atau denda 3 juta. Adapun uraian UU No.22 
tersebut adalah sebagai berikut; 
1. Motor harus lengkap nomor polisi. Hilang satu kena Pasal 280. 
Bunyinya (diringkas), orang, yang mengendarai motor tidak 
dipasangi tanda nomor (pelat nomor) yang ditentukan polisi 
sebagaimana yang dimaksud Pasal 68 ayat1, dipidana kurungan 
2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000  
2. Punya SIM. Nekat berkendara tanpa mengantongi surat izin 
mengemudi (SIM) (sesuai Pasal 281) dikenakan Pasal 77 ayat 1 
dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling 
banyak Rp.1 juta.  
3. Jangan SMS atau telepon saat berkendara, mabok, dan 
lainnya. Itu mengganggu konsentrasi pengendara. Pasal 283 





kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan 
lain atau dipengaruhi suatu keadaan yang mengakibatkan 
gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagai diatur 
dalam Pasal 106 ayat 1 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) 
bulan atau denda Rp 750.000.  
4. Jalan di trotoar. Pasal 106 ayat 2 akan menjerat dengan 
hukuman berupa kurungan 2 (dua) bulan atau denda paling 
banyak Rp 500.000 karena dalam pasal tersebut jelas 
disebutkan, Anda tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki 
atau pesepeda kala mengemudikan kendaraan bermotor.  
5. Standar motor tak lengkap. Perhatikan kaca spion, lampu 
utama, rem, penunjuk arah, pengukur kecepatan, knalpot, dan 
kedalaman alur ban. Bila tidak memenuhi persyaratan teknis dan 
laik jalan, maka sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat 3 juncto 
Pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, (pelanggar) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 
250.000.  
6. Marka jalan. Simak Pasal 287. Yang melanggar aturan perintah 
atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas 
sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat 4 huruf a atau marka 
jalan (Pasal 106 ayat 4 huruf b) dipidana dengan pidana 





7. Helm harus logo SNI. Pakai helm "cetok" atau helm proyek akan 
diadang Pasal 106 ayat (8), yaitu dipidana dengan pidana 
kurungan 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000. 
Helm harus memenuhi standar SNI.  
8. Boncengan tiga atau lebih. Mengangkut penumpang lebih dari 
satu, sebagaimana disebut dalam Pasal 106 ayat 9, dipidana 
dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan atan denda paling 
banyak Rp 250.000. 
9. Balap liar. Yang suka kebut-kebutan, apalagi balap liar 
sebagaimana disebutkan Pasal 115 huruf b, dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 
banyak Rp 3 juta.  
3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aksi Balap Liar di Kalangan 
Remaja dalam Wilayah Hukum POLRES Maros . 
 
Aksi balap liar dikalangan remaja di wilayah POLRES Maros , menurut 
pengamatan penulis sudah menjadi kegiatan rutin dengan lokasi yang 
berpindah-pindah. Hal ini mengindikasikan bahwa ada komunitas yang 
mengorganisir kegiatan balap liar ini.  
Menurut salah satu sumber data (perantara balap liar) pada Sabtu, 11 
mei 2013 pukul 23.00 Wita, bahwa:  
“Aksi Balap liar dilakukan secara berpindah-pindah sesuai dengan 







Berdasarkan hasil wawancara diatas, terliahat bahwa salah satu faktor 
yang menjadi penyebab terjadinya aksi balap liar dikalangan remaja adalah 
adanya pertaruhan atau adanya unsur judi. Selain itu hasil wawancara 
dengan sumber data lain yang merupakan pemiliki bengkel pada Rabu, 15 
Mei 2013, pukul 14.00 Wita bahwa: 
“Aksi Balap liar sering dilakukan karena adanya persaingan gengsi 
antara bengkel motor yang mengganggap bahwa bengkel motor yang 
ia kelola yang terbaik dalam mensetting motor untuk balap”. 
 
Berdasarkah hasil wawancara di atas, terlihata bahwa motif 
persaingan antar bengkel atau adanya gensi antar bengkel merupakan salah 
satu faktor penyebab terjadinya aksi balap liar dikalangan remaja.  
Kajian literatur yang bersumber dari artikel tentang kegiatan balap liar 
dikalangan remaja (http:/darmaprasetyomb. Blogspot.com) menujukkan 
bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya balap liar dikalangan remaja adalah:  
1. Tidak mempunyai seseorang sebagai panutan dalam memahami 
dan meresapi tata nilai atau norma-norma yang berlaku di 
masyarakat. 
2. Karena kurangnya pengawasan dan kepedulian lingkungan 
masyarakat dimana lokasi balapan itu terjadi. 
3. Kegiatan tersebut menarik sebagai alternatif hiburan bagi sebagian 
orang (terutama di kota-kota yang memiliki kelangkaan alternatif 
kegiatan positif bagi para generasi muda). 
4. Kegiatan tersebut dianggap sebagai sarana aktualisasi diri dan 
sarana bersosialisasi dengan teman-teman. 
5. Kegiatan tersebut menyediakan sarana untuk memamerkan 
kehebatan hasil modifikasi kendaraan bermotor seseorang dan 
kemampuan mengemudi mereka. 
6. Kegiatan tersebut menghasilkan kegembiraan bagi pembalap, 





7. Kurangnya kepekaan polisi setempat akan potensi gangguan dan 
gangguan nyata yang terjadi sehingga pelaku dapat leluasa 
melakukan kegiatannya. 
8. Memiliki Hobi balap namun hobi tersebut tidak tersalurkan dengan 
baik.karena minimnya dana atau arena balap yang resmi 
 
Berdasarkan hasil kajian literatur yang terkait balap liar dikalangan 
remaja, terlihat bahwa banyak faktor yang menyebabkan remaja terjerumus 
dalam kegiatan balap liar. Salah satu diantaranya tidak adanya sosok 
panutan dalam masyarakat atau lingkungan yang dapat memberi nasehat, 
motivasi agar remaja tidak terlibat dalam aksi balap liar, hal ini diperparah 
dengan perhatian orang tua yang juga cenderung berkurang bahkan mungkin 
saja justru mendukung kegiatan remaja tersebut.  
Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan salah satu sumber 
data yang merupakan Kasat Lantas POLRES Maros bahwa: 
“Aksi balap liar yang dilakukan remaja pada wilayah tertentu 
bukannnya dilarang oleh masyarakat, justru terkadang masyarakatlah 
yang menfasilitasi dan menjadi penonton yang setia, bahkan tidak 
sedikit diantara mereka yang ikut berjudi.  
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ada 
sebagian masyarakat yang justru mendukung terjadinya aksi balap liar di 
kalangan remaja. Hal ini tentunya sangat bertentangan idealisme umum 
bahwa masyarakat hendaknya membantu dalam proses penegakan hukum 





Selain itu terdapat faktor penyebab yang lain berdasarkan hasil 
wawancara dengan salah seorang remaja pelaku balap liar pada Sabtu, 18 
Mei 2013 pukul 23.00 Wita sebagai berikut:  
“Aksi balap liar sering dilakukan oleh teman-teman secara 
berkelompok, ini disebabkan oleh tidak tersedianya saran atau sirkuit 
untuk kegiatan balap di daerah ini, sementara banyak diantara teman-
teman remaja yang memiliki hobi atau banyak yang memiliki motor 
balap.” Memang bukannya saya menyalahkan teman-tyeman untuk 
masuk ke dalam dunia balap liar, namun saya sangat menyesalkan 
dengan Kejurnas balap motor di Indonesia yang sangat minim dalam 
melakukan even-even dan pihak pemerintah yang tidak memberikan 
ruang untuk para remaja dalam menyalurkan hoby mereka”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa ketiadaan sirkuit 
menjadi salah satu penyebab terjadinya aksi balap liar dikalangan remaja, 
sarana atau sirkuit balap liar memang belum dimiliki oleh pemerintah 
Kabupaten Maros . Tempat yang sering dijadikan sirkuit adalah terminal baru 
yang terletak di Kecamatan Bungoro, itupun kadang-kadang jika ada even 
balap yang diadakan oleh Ikatan Motor Indonesia. 
Hasil wawancara dengan salah satu mekanik motor balap atau racing 
pada hari Rabu, 15 mei 2013 pukul 15.00 Wita sebagai berikut:  
“Konsep awal pengerjaan motor balap atau racing yaitu di mulai dari 
menghaluskan lubang keluar pembakaran mesin dan lubang masuk 
pembakaran mesin, ganti setang seher atau piston beserta ringnya, 
jika diameter seher yang di pakai melebihi besarnya boringan, maka 
boringan juga ikut diganti, ganti karburator untuk menopang tenaga 
yang besar dari mesin, penggantian klep dan rantai keteng, untuk 
melakukan hal lebih ekstrim, biasanya motor dinaikan stuknya dan 
mengganti blok head dengan motor yang ccnya lebih besar. Setelah 
komponen mesin sudah di rubah maka untuk kategori kebutuhan ke 
duanya adalah mengganti CDI, koil, pelek, dll. Untuk mengetahui hasil 





jalanan, dan apabila motor hasil korekannya menang dalam balapan 
maka sang mekanik memperoleh kepuasan tersendiri dari hasil jerih 
payah usahanya. Begitu pula sebaliknya, jika motor hasil rombakkanya 
kalah, sang mekanik menerima kekecewaan untuk dipakainya 
sehingga sebagai pelajaran untuk dikemudian hari. 
 
Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa salah satu penyebab 
aksi balap liar adalah keingin untuk menguji kehebatan atau kecepatan 
settingan motor dari seorang mekanik atau pemimpin klub motor.  
3.3. Hambatan-hambatan 
 Dalam menangani balapan liar ini, jika salah tindakan maka akan 
memunculkan perlawanan yang fatal dari para pelaku dan kumpulan massa. 
Untuk itu berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang polantas 
POLRES Maros  ada beberapa hal yang harus dilakukan:  
- Menilai seberapa besar dukungan warga dalam menanggulangi 
balapan liar tersebut 
- Melakukan beberapa pembinaan terhadap pelaku dan termasuk 
mencarikan alternatif solusi dalam masalah ini, misalnya 
menyalurkan adrenalin mereka dalam kegiatan yang legal dan 
lebih mengedepankan aspek keamanan dan atau mengajak 
mereka melakukan kegiatan lain yang positif 
- Melakukan kegiatan ”surveilance”, misanya memasang cctv dititik 
yang biasa terjadi balapan liar 
- Mengajak seluruh lapisan masyarakat lainnya untuk menjadi 
kontrol sosial bagi kegiatan tersebut. 
 
Namun dibalik kegiatan yang dapat dilakukan di atas, terdapat 
beberapa hambatan yang sering terjadi pada penanganan masalah balap liar 





Jika pelaku balap liar merupakan anak pejabat atau anak dari salah 
seorang yang memiliki pengaruh di daerah, maka akan menjadi masalah 
serius, karena jika dilakukan pembinaan dalam bentuk tilang, maka dengan 
komunikasi intens dengan pihak pimpinan, pelaku terkadang diberi fasilitas 
yang dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan. 
Hal di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan Kaur BIN Ops Sat 
Lantas POLRES Maros  pada senin, 20 Mei 2013 pukul 10.00 Wita bahwa:  
Jika petugas dilapangan menangkap pelaku Balap liar dan dilakukan 
proses tilang, maka terkadang hukuman yang diperoleh pelaku 
menjadi tidak memiliki efek jera, karena sering ada perintah untuk 
membebaskan atau mengatur hukuman dari pelaku tersebut, apalgi 
jika pelaku adalah anak pejabata atau orang berpengaruh di 
Kabupaten Maros ”. 
 
Selain itu hambatan lain yang diungkapkan oleh salah satu Bintara unit 
patroli Sat Lantas POLRES Maros  pada hari Senin, 20 Mei 2013 pukul 10.30 
Wita sebagai berikut:  
Kegiatan atau aksi balap liar dikalangan remaja di Kabupaten Maros  
sangat susah untuk di deteksi dengan cepat, karena tempat 
balapannya berpindah-pindah dan tempatnya selalu strategis dalam 
arti memiliki banyak jalan untuk melarikan diri jika di grebek petugas 
kepolisian. 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihata bahwa kegiatan atau 
aksi balap liar selalu berpindah-pindah tempat, bahkan kadang memilih 
tempat yang jauh dari jangkauan petugas dan lokasinya sangat strategis. Hal 
ini sangat menyulitkan petugas, karena jumlah petugas yang terbatas, 





dengan hasil wawancara dengan salah seorang sumber data dari pihak 
POLRES Maros  dalam hal ini Kaur Bin Ops Sat Lantas POLRES Maros  
Senin, 20 Mei 2013 pukul 10.00 Wita sebagai berikut:  
“Aksi Balap liar dikalangan remaja sering terjadi dibanyak tempat di 
wilayah POLRES Maros , sehingga petugas mengalami kesulitan 
dalam penanganannya. Biasanya di wilayah POLSEK Bungoro, 
POLSEK Pangkajene bahkan juga di POLSEK Segeri yang jaraknya 
berjauhan. 
 
Selain itu, hambatan lain yang sering dialami petugas dalam 
penanganan aksi balap liar adalah kurangnya kerjasama masyarakat dalam 
membantu pencegahan balap liar serta kepedulian sosial. Namun dalam 
kenyataan masyrakat juga ikut terlibat dalam aksi balap liar ini sebagai 









4.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan uraian pembahasan dari masalah dalam tulisanini, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Aspek hukum balap liar yang terjadi dikalangan remaja di wilayah 
POLRES Maros  sangat bertentangan dengan UU No.22 Tahun 
2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. 
2. Faktor-faktor yang menyebabkan remaja terlibat dalam aksi balap 
liar antara lain:  
 Tidak mempunyai seseorang sebagai panutan dalam 
memahami dan meresapi tata nilai atau norma-norma yang 
berlaku di masyarakat. 
 Karena kurangnya pengawasan dan kepedulian lingkungan 
masyarakat dimana lokasi balapan itu terjadi. 
 Kegiatan tersebut menarik sebagai alternatif hiburan bagi 
sebagian orang (terutama di kota-kota yang memiliki 
kelangkaan alternatif kegiatan positif bagi para generasi muda). 
 Kegiatan tersebut dianggap sebagai sarana aktualisasi diri dan 
sarana bersosialisasi dengan teman-teman. 
 Kegiatan tersebut menyediakan sarana untuk memamerkan 
kehebatan hasil modifikasi kendaraan bermotor seseorang dan 
kemampuan mengemudi mereka. 
 Kegiatan tersebut menghasilkan kegembiraan bagi pembalap, 
penonton  dan penumpang serta para penjudi. 
 Kurangnya kepekaan polisi setempat akan potensi gangguan 






 Memiliki Hobi balap namun hobi tersebut tidak tersalurkan 




 Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat disarankan 
beberap hal sebagai berikut:  
1. Hendaknya razia/patroli balap motor liar diharapkan akan terus 
dilakukan oleh pihak kepolisian dan harus selalu ada dengan 
tujuan untuk mengurangi jumlah kasus balap motor liar yang 
terjadi atau bahkan aksi balap motor liar tersebut bisa hilang 
dengan adanya upaya polisi dalam melakukan aksi pencegahan 
balap motor liar tersebut secara rutin dan penuh tanggung jawab. 
2. Pihak SATLANTAS menjalin hubungan  kerjasama dari pihak 
orang tua khususnya yang memiliki anak remaja agar orang tua 
tersebut lebih memperhatikan dan memahami anak-anaknya dan 
juga diharapkan orang tua dapat mengarahkan hobi dan aktivitas-
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Aksi balap liar yang diabadikan disalah satu tempat  
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